PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN 

( Studi Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.) by FAJRI, ANISA NUR & Dr. Layyin, Mahfiana, S.H., M.Hum
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA 
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN 
( Studi Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.) 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri  (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
 
 
Oleh : 
ANISA NUR FAJRI 
NIM.152.111.186 
 
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH) 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SURAKARTA 
2020 




vi 
 
MOTTO 
 
 
اَلَو اُوسَخَْبت اَّنلا َاس ْاُمهَءاَيَْشأ اَلَو اَْوثَْعت ِيف ا اِضَْرْلْ َانيِدِسْفُم 
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”  
(QS. As-Syu’ara26: 183) 
  
vii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan dan membekali ilmu melalui para dosen IAIN Surakarta. 
Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita 
Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-
orang yang selalu hadir dalam hidupku. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap 
setia berada diruang dan waktu kehidupanku, terkhusus untuk: 
1. Kedua orang tuaku yang tercinta; Bapak Supanggih dan Ibu Sumarsih, yang 
telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup serta memberikan 
kasih sayang yang tidak pernah putus. Ridhamu adalah semangatku. 
2. Om Sunardji, Bulek Wati, Om Dodo, Bulek Sri Lestari yg selalu memberi 
dukungan dan semangat yang luar biasa 
3. Kakak-kakakku dan adikku yang tersayang; Mas Sidik, Mbak Ida, Dek Alan, 
yang selalu memberikan semangat, semoga kasih sayang Allah selalu bersama 
kita. 
4. Sahabatku dari masa kecil Yosi dan Riska yang selalu ada, membantu dan 
mensupport aku 
5. Sahabatku semasa kuliah, Yuyun, Emi, Septina yang selalu bersama suka 
maupun duka 
6. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya. 
7. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman Syari`ah angkatan 2015, 
khususnya untuk teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syari`ah 
kelas E. 
8. Almamater tercinta 
  
viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ix 
 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
x 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
(ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ُِ ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
xi 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. لافطلأاِةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
 
 
 
Contoh : 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
 
Contoh : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإِدحممِامو Wa māMuammadun illā rasūl 
 نيملاعلاِبرِللهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخِوهلِاللهِنإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاوِليكلاِاوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
Anisa Nur Fajri, NIM: 15.21.1.1.186: “PENYELESAIAN GUGATAN 
SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI 
PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan Nomor 
1135/Pdt.G/2018/Klt )” 
 
The settlement of a small claim court is a procedure for examining a trial 
against a civil suit with a maximum value of Rp. 500,000,000.00 (five hundred 
million rupiah) which is settled by a simple procedure and proof. In 2015, the 
Supreme Court issued regulations relating to the procedure for settling small 
claim courts, namely Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning 
Procedures for Small Claim Court. For this reason, researchers intend to examine 
it by formulating the problem as follows: 1) How is the settlement of the small 
claim court in the Islamic economic dispute in the Klaten Religious Court? 2) 
How is the settlement of the small claim court in the Islamic economic dispute in 
the Klaten Religious Court in the reviewed of maṣlaḥah mursalah? 
This research is a type of field research, the source of the data used is the 
primary data source that is from interviews and secondary data sources from the 
Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme 
Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settling a 
SmallClaimCourt and Decision No. 1135 / Pdt.G / 2018 / Klt. Data collection 
techniques using interviews and documentation. In data analysis using descriptive 
techniques. 
In decision No. 1135 / Pdt.G / 2018 / Klt is one of the Islamic economic 
disputes that is resolved through a small claim court system. Settlement of small 
claim court in decision No. 1135 / Pdt.G / 2018 / Klt in accordance with Supreme 
Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of small 
claim court and Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 concerning 
Amendments to Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures 
for Settlement of Small Claim Court. The court has implemented this small claim 
court in accordance with existing procedures. The settlement of the small claim 
court in the Klaten Religious Court is in line with the theory of the problem 
masses, that is, in the sense of providing benefits to humans, or in the sense of 
rejecting harm. With the completion of this small claim court, it is felt that it has 
been very helpful for people who are experiencing difficulties in obtaining justice. 
The completion of the small claim court also does not contradict Islamic law. 
 
 
Key words: Small Claim Court, Maṣlaḥah Mursalah. 
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ABSTRAK 
Anisa Nur Fajri, NIM: 15.21.1.1.186: “PENYELESAIAN GUGATAN 
SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI 
PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan Nomor 
1135/Pdt.G/2018/Klt )” 
 
Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan 
dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan 
peraturan terkait tata cara penyelesaian gugatan sederhana yaitu Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. 
Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah sebagai 
berikut: 1) Bagaimana penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Klaten ? 2) Bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah 
terhadap penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten ? 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), sumber 
data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu dari hasil wawancara dan 
sumber data sekunder dari Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana dan putusan No.1135/Pdt.G/2018/Klt. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis 
data menggunakan teknik deskriptif. 
Putusan No. 1135/Pdt.G/2018/Klt  merupakan salah satu sengketa 
ekonomi syariah yang penyelesaiannya melalui sistem gugatan sederhana. 
Penyelesaian gugatan sederhana pada  putusan No. 1135/Pdt.G/2018/Klt telah 
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung  No. 4 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pihak pengadilan telah 
melaksanakan gugatan sederhana ini sudah sesuai dengan prosedur yang 
ada.Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten sejalan dengan 
teori maslahah mursalah yaitu dalam arti dapat memberikan manfaat bagi 
manusia, atau dalam arti menolak kemadharatan (kerusakan). Dengan adanya 
penyelesaian gugatan sederhana ini dirasa sudah sangat membantu masyarakat 
yang mengalami kesulitan untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian gugatan 
sederhana ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
 
 
Kata kunci : Gugatan Sederhana, Maṣlaḥah Mursalah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap proses perkara di muka Pengadilan Agama dimulai dengan pengajuan 
gugatan/permohonan oleh penggugat/kuasanya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 
14 Tahun 1970 yang kemudian diatur dalam Pasal 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menetapkan bahwa wewenang pengadilan di bidang perdata adalah 
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara pihak 
yang berperkara. Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 yang menyebutkannya 
tidak sejelas Undang-Undang sebelumnya yang mengatakan bahwa pengadilan 
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya.1 
Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada 
tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 
2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana 
terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap 
hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. 
                                                          
       1 Djamat Samosir, Hukum Acara Perdata, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 52 
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Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat umumnya setelah pihak 
tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat 
tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak 
penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. 
Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh 
pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu 
alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan 
penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak 
mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya 
dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh pihak hakim 
yang memeriksa perkaranya.2 
Gugatan sederhana (small claim court) sebetulnya telah lama berkembang 
baik di negara-negara yang bersistem hukum Common Law maupun negara negara 
yang bersistem Civil Law. Pertumbuhannya pun bukan hanya di negara maju seperti 
Amerika, Kanada, Inggris dan lainnya, tetapi di negara-negara berkembang, baik di 
benua Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Hal ini dikarenakan forum penyelesaian 
sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi 
perkara yang jumlah nilai materil perkaranya kecil diperlukan dalam dunia bisnis. 
Pembentukan suatu forum demikian sangat dibutuhkan terutama bagi negara 
                                                          
       2  Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 31 
 
3 
 
 
 
berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan para investor dalam 
dan luar negeri guna mengambangkan dunia bisnis. 
Sistem gugatan sederhana pertama kali dikenal di Indonesia melalui Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan 
sederhana, yang memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara perdata secara 
cepat, hanya melalui pembuktian yang sederhana dengan jumlah materi perdata 
paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan seteleh dikeluarkannya 
Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara perdata secara 
cepat, hanya melalui pembuktian yang sederhana dengan jumlah materi perdata 
paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Peraturan Mahkamah Agung 
terkait sistem gugatan sederhana hanya dilakukan pada perkara wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak semua perkara wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, yakni 
dikecualikan dalam guagatan sederhana ini adalah perkara yang penyelesaian 
perkaranya melalui pengadilan khusus dan perkara yang berkaitan dengan sengketa 
hak atas  tanah. 
Masuknya perkara ekonomi syariah menjadi salah satu kompetensi absolut 
peradilan agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak hukum di lembaga 
tersebut, yang mana dewasa ini pengadilan agama belum memiliki pengalaman 
hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah . Fakta ini 
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cukup beralasan mengingat luas dan beragamnya jenis-jenis transaksi ekonomi 
syariah. 
Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim dalam lingkup peradilan  agama 
mau tidak mau dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait 
permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi syariah yang terus mengalami 
perkembangan baik jenis ragamnya maupun sengketa-sengketa yang muncul 
akibatnya sangatlah pesat.3 
Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar 
janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau 
disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan 
suatu yang telah disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana dijanjikan. 
Pihak-pihak atau salah satu  pihak melakukan apa yang dijanjikan , tetapi terlambat 
dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 
tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan terebut menimbulkan salah satu 
pihak merasa dirugikan.4 
Oleh karena itu lembaga peradilan agama harus mempersiapkan para penegak 
hukumnya dalam hal ini hakim agar dalam memberikan putusan perkara ekonomi 
syariah dapat tetap memeriksa dan mengadili segala macam dan bentuk sengketa 
yang diajukan.  
                                                          
       3  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan 
Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar  Grafika, 2007), hlm. 89 
 
       4 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Depok: Kencana, 
2017), hlm. 7 
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Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terkait tata cara 
penyelesaian perkara ekonomi syariah yang didalamnya memuat gugatan sederhana 
dan gugatan biasa yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sehingga menghapuskan pengecualian 
dalam Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, perkara yang 
penyelesaiannya melalui pengadilan khusus, karena penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Perma No. 14 tahun 2016 tentang 
tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, tetap akan merujuk pada Perma No. 
2 tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana, dalam hal yang tidak diatur di 
dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Pada penelitian ini akan membahas 
penyelesaian dari gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah. 
Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana Pasal 1 ayat (1) : Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana 
 Pengadilan Agama Klaten adalah sebuah tempat bukan untuk mengajukan 
gugatan cerai saja, tapi sebenarnya kompetensi Pengadilan Agama bukan hanya 
lembaga yang mengurusi perkara perceraian semata, tetapi ada perkara waris, zakat, 
dan termasuk juga sengketa ekonomi syariah. Hal ini pun menjadikan Pengadilan 
Agama Klaten sebagai objek penelitian penulis dikarenakan  bahwa gugatan 
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sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten sudah 
banyak menangani perkara tersebut. 
Dari hasil penelusuran sementara yang penulis lakukan, Pengadilan Agama 
Klaten telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah. Adapun salah satunya 
adalah sengketa ekonomi syariah dengan nomor register perkara 
1135/Pdt.G/2018/PA.Klt merupakan contoh salah satu perkara dengan penyelesaian 
gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten. 
Alasan ketertarikan penulis melakukan penelitian pada perkara ekonomi 
syariah adalah berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Klaten bahwa 
dari kurun waktu 2018-2019 sudah ada 22 (dua puluh dua) perkara ekonomi syariah 
yang ditangani oleh Pengadilan Agama Klaten. Dari 22 (dua puluh dua) perkara 
ekonomi syariah tersebut terdapat ada 18 (delapan belas) putusan, penulis mengambil 
satu sampel putusan yang dipilih sesuai dasar gugatannya. Para pihak dalam perkara 
dengan No. 1135/Pdt.G/2018/Klt tidak mengajukan upaya keberatan kepada 
Pengadilan Agama Klaten maka dalam perkara tersebut sudah bersifat final. Dalam 
hal ini keputusan tersebut dijadikan bahan kajian penulis untuk mengetahui 
penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten 
Dalam transaksi tersebut, pihak penggugat dan tergugat sepakat saling 
mengikatkan diri dalam akad pembiayaan/perjanjian yang ditandangani pada tanggal 
12 Juni 2017 dengan nomor akad : 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017 dengan 
jangka waktu 36 bulan dengan plafond wal Rp. 20.000.000,-, margin sampai jatuh 
tempo Rp. 10.080.000 dengan angsuran tiap bulannya Rp. 835.556,- dengan tujuan 
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penggunaan dana untuk membeli tanah. Tergugat sepakat dan setuju untuk 
melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran tiap bulannya 
hingga akad tersebut jatuh tempo. Sebagai anggunan, tergugat menyerahkan sebidang 
tanah. Namun pada kenyataannya, tergugat tidak melaksanaksanakan kewajibannya 
tersebut dan hingga saat ini pembayaran angsuran tergugat mengalami keterlambatan 
pembayaran. Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran. Pihak 
penggugat telah melakukan penagihan terhadap tergugat terkait keterlambatan 
pembayaran angsuran nanmun tergugat selalu menghindar dan sulit ditemui. 
Penggugat telah mengingatkan kepada tergugat untuk segera menyelesaikan sisa 
kewajiban dengan prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Pemberitahuan; 
Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III) maupun surat 
undangan guna membahas penyelesaian tunggakan namun semua upaya dari 
penggugat tersebut tidak mendapatkan perhatian dari tergugat.5 Maka perbuatan yang 
dilakukan oleh tergugat merupakan cidera janji/wanprestasi karena telah melanggar 
terhadap akad pembiayaan pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran 
angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tergugat berjanji melakukan 
pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dan lunas 
pada saat jatuh tempo. Pada perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt tersebut hakim 
mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Tergugat telah menyampaikan 
                                                          
5 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt perihal gugatan 
wanprestasi, 27 Agustus 2018 
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segala apa yang disampaikan penggugat di dalam gugatannya seluruhnya adalah 
benar bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. 
Maka berdasarkan fakta hukum tersebut pihak penggugat yang telah dirugikan 
mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Klaten guna memeriksa , 
mengadili dan memutus perkara. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud meneliti terkait gugatan 
sederhana khususnya dalam sengketa ekonomi syariah yang di selesaikan melalui 
Pengadilan Agama Klaten. Oleh itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 
berjudul “PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA 
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan 
Nomor 1135/Pdt.G/2018/Klt ) ” 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 
yang dirumuskan adalah :  
1. Bagaimana penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Klaten ? 
2. Bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap penyelesaian gugatan 
sederhana di Pengadilan Agama Klaten ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui proses penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa 
ekonomi syariah dalam putusan di Pengadilan Agama Klaten. 
2. Untuk mengetahui tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap penyelesaian 
gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan  ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah atau 
muamalat dengan kajian mengenai Hukum Acara Peradilan Agama 
khususnya berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana di Peradilan 
Agama dalam perkara ekonomi syariah. 
2. Manfaat Praktis 
Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh melalui bangku perkuliahan dan menjadi bahan rujukan bagi 
peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah. 
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E. Kerangka Teori 
Agar penyusun mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada 
kerangka teoritik, sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap 
obyek penelitian dan meluaskan kearah yang tidak relevan. Pada tahap ini, penyusun 
menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut : 
1. Gugatan sederhana 
Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana Pasal 1 ayat (1) : Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai paling banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana 
Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa 
tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Tata cara dari pelaksanaan 
hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung 
No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana 
a. Pendaftaran  
Pendaftaran gugatan sederrhana di kepaniteraan pengadilan dengan 
register khusus. Para pihak boleh membuat sendiri gugatannya atau dapat 
juga dengan cara mengisi gugatan berupa blanko yang sudah disiapkan oleh 
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kepaniteraan yang telah ditentukan dan pada saat mendaftarkan perkara 
penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi ketika 
mendaftarkan gugatan sederhana 
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana 
Dalam tahap ini apabila panitera menemukan bahwa gugatan tidak 
memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana maka panitera mengambalikan 
gugatan kepada penggugat dan disarankan untuk mengajukan perkara 
dengan acara biasa sehingga pada tahap ini kepaniteraan sudah melakukan 
seleksi awal tentang kriteria perkara dengan acara sedehana atau dengan 
acara biasa ini  memberikan sinyal bahwa panitera juga sudah harus 
memiliki pengetahuan tentang hukum tentang penyelesaian perkara ekonomi 
syariah baik dengan acara sederhana maupun acara biasa6 
c. Penetapan panjar biaya perkara 
Prosedur pembayaran panjar biaya tetap sama dengan pembayarann 
panjar biaya perkara lainnya. Bagi penggugat yang tidak mampu dapat 
mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo, tentunya 
kepaniteraan memeriksa terlebih dahulu persyaratan permohonan 
pembebasan biaya berperkara 
 
 
                                                          
       6 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: Kencana, 
2018), hlm. 39 
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d. Penetapan hakim tunggal 
Untuk memeriksa gugatan sederhana, ketua pengadilan menetapkan 
hakim yang memeriksa perkara dengan hakim tunggal dan panitera 
menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa 
gugatan sederhana tersebut. Perlu diingat, bahwa proses pendaftaran gugatan 
sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera dilaksanakan palinh 
lambat dua hari kerja  
e. Pemeriksaan pendahuluan 
Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk 
menyelesaiakn perkara aquo, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi 
gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. 
Walaupun pada awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian 
persyaratan sedeehana tetapi hakim juga memeriksa dan menilai sederhana 
atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh para pihak. Apabila 
dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam 
gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan 
bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan atas penetapan tersebut tidak 
bisa dilakukan upaya hukum apapun7 
 
                                                          
       7 Ibid.,hlm. 40 
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f. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak 
Dalam hal ini hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para 
pihak agar hadir dalam persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu 
pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan 
sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari kerja 
Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang 
sah, maka gugatannta dintatakan gugur. Adapun jika tergugat yang tidak 
hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan secara patut. Jika 
tergugat pada hari soidang pertama hadir kemudian pada hari sidang 
berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan 
diputus secara contradictoir.8 
g. Pemeriksaan sidang dan perdamaian 
Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap 
memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan 
sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Ketentuan 
perdamaian dalam gugatan sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur 
dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. 
Dalam tercapainya perdamaian, maka hakim membuat putusan akata 
                                                          
       8 Ibid. 
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perdamain yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akata perdamaian 
dimaksud tidak dapatdiajukan upaya hukum apapun9 
h. Hakim wajib berperan aktif 
Ketentuan tentang peran hakim dalam pemeriksaan gugatan sederhan 
diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. 
Peran aktif hakim dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 
1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara 
berimbang kepada para pihak 
2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk 
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar 
persidangan 
3) Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya 
hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak 
i. Tentang pembuktian 
Proses pembuktian juga dilakukan secara sederhana yaitu dengan 
mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi, namun tidak perlu 
keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Terhadap gugatan yang dibantah 
maka hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum 
acara yang berlaku. Untuk bukti-bukti elektronik dapat mengacu pada Pasal 
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
                                                          
       9 Ibid.,hlm. 41 
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Elektronik sebab dalam transaksi ekonomi syariah pada saat sekarang ini 
para pihak banyak menggunakan bantuan teknologi elektronik.10 
j. Putusan dan berita acara persidangan  
Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi 
syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat 
prinsip-prinsip syariat dan dalil-dalil kitab fikih yang dijadikan dasar untuk 
mengadili dan memutus perkara. Seperti persidangan dalam perkara lainnya, 
hakim wajib membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, serta 
wajib memberitahukan hakpara pihak mengajukan keberatan, dalam hal para 
pihak tidak hadir, dalam hal ini jurusita menyampaikan pemberitahuan 
putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. 
Kemudian atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Adapun tugas panitera 
sidang membuat berita acara persidangan. 
k. Upaya hukum 
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan 
mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan agama atau mahkamah 
syar’iyah dengan menandatangani akata pernyataan keberatan yang 
disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan 
keberatan tersebut. Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling 
                                                          
       10 Ibid.,hlm. 42 
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lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapakan atau setelah 
pemberitahuan putusan.11 
l. Pemeriksaan berkas permohonan keberatan 
Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan 
yang disertai dengan memori keberatan yang bisa dalam bentuk alasan-
alasan yang dituang dalam akta keberatan dan kemudian disampaikan 
kepada termohon keberatan dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak 
permohonan diterima oleh pengadilan 
Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan 
agama dengan mengisi blanko yang memuat keberatan dari para pihak. 
Blanko tersebut disediakan kepaniteraan dengan mempertimbangkan jarak 
waktu penyampaian keberatan yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 
pemberitahuan keberatan 12 
m. Pemeriksaan keberatan 
Setelah permohonan keberatan dinyatakan lengkap dalam waktu paling 
lambat 1 (satu) hari, maka ketua pengadilan sudah menetapkan majelis 
hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan tersebut yang 
dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau 
Mahkamah Syar’iyah 
 
                                                          
       11 Ibid. 
 
       12 Ibid., hlm. 43 
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n. Pelaksaan putusan 
Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak 
diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan  disampaikan oleh para 
pihak maka putusan dilaksanan secara suka rela, dan apabila tidak bersedia 
secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum 
acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 225 
HIR/250RBg13 
Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak 
hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi 
maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.14 
Dalam gugatan sederhana mengandung 3 asas yaitu 
a. Asas sederhana 
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksud sederhana 
adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan  tidak berbelit-belit. Makin 
sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang di wajibkan atau di perlukan 
dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.15 
 
                                                          
       13 Ibid. 
 
       14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana 
 
       15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 
2006), hlm. 36 
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b. Asas cepat 
Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; 
segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang 
pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. 
Sistem peradilan yang cepat dan tepat akan memberikan harapan bagi para 
pencari keadilan dan juga akan memberikan kepercayaan yang penuh dari 
masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.16 
c. Asas biaya ringan 
Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 
(mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; 
ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya 
perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini 
mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.  
2. Maslahah mursalah 
Maṣlaḥah menurut pengertian syarᾱ' pada dasarnya dikalangan ulama uṣul 
mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. 
Jalaluddin Abdurrahman, misalnya menyebutkan sebagai berikut: 
                                                          
       16 Ibid,.hlm 36 
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Maṣlaḥah ialah memelihara maksud hukum syarᾱ' terhadap berbagai 
kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. Bukan 
berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.17 
Selanjutnya, Imam al-Ghazali, mendefinisikan Maṣlaḥah sebagai berikut: 
Maṣlaḥah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat 
atau menolak kemudaratan. 
Sementara itu, menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu 
Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maṣlaḥah ialah pandangan mujtahid 
tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan 
yang berlawanan dengan hukum syarᾱ'. 
Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Jalaludin 
Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud 
yang sama. Artinya maṣlaḥah yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang 
menjadi tujuan syarᾱ' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan 
keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan 
pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia 
dalam segala dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai 
bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan 
hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan bagi manusia.18 
 
                                                          
       17Ibid., hlm. 218 
 
       18Ibid., hlm. 219-220 
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F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian mengenai Analisis Putusan Penyelesaian Gugatan Wanprestasi 
dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten ( Studi Putusan 
Perkara No. 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt ) dentgan rumusan seperti diatas menurut 
sepengetahuan penyusun  belum pernh dilakukan, namun penelitian yang terkait 
dengan tema penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dikemukakan antara lain 
sebagai berikut: 
Skripsi Muhammad Faqih Al-Ghifari, “ Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ”. Skripsi ini berisi tentang 
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 
yang tidak jauh berbeda dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan, hanya saja 
harus berdasarkan pada klausul perjanjian bahwa jika ada sengketa yang timbul maka 
akan diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Dalam sengketa perbankan 
syariah, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Agama 
yang merupakan jalur litigasi, sedangkan pada jalur non-litigasi ada beberapa seperti 
musyawarah, mediasi dan arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(Basyarnas) sendiri merupakan lembaga arbitrase yang berdasar pada hukum Islam. 
Namun dalam perjalanannya lembaga ini tidak menunjukkan peningkatan 
penanganan perkara yang cukup signifikan. Berlatarbelakang dari masalah tersebut, 
penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah di 
Basyarnas. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahahas tentang  
penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang membedakan dari skripsi ini adalah 
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bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi tersebut selaku bank lebih memilih 
Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk menyelesaikan sengketa karena putusan 
Basyarnas yang bersifat final dan mengikat menjadi alasan mengapa arbitrase 
menjadi alternatif pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut. Sidang 
arbitrase harus sudah memutus dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari (6 bulan) 
lebih cepat dibanding sidang pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun.  
Sedangkan dalam skripsi peneliti ini pihak dari bank dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah lebih memilih di jalur Pengadilan Agama.19 
Tesis Ana Lathifatul Hanifah, “ Implementasi Gugatan Sederhana (Small 
Claim Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”. 
Tesis ini berisi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Purbalingga dapat diselesaiakan melalui gugatan sederhana, hal ini sudah 
diimplementasikan sejak terbitnya aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang 
mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan 
sederhana.20 Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas 
tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana. Yang 
                                                          
       19 Muhammad Faqih Al-Ghifari, “ Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan 
Arbitrase Syariah Nasional”, skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin. 
Makasar. 2017 
 
       20 Ana Lathifatul Hanifah, “ Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam 
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”. Tesis, tidak diterbitkan, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2018 
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membedakan dengan penelitian tersebut adalah bahwa peneliti meneliti tentang 
penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten yang ditinjau Menurut 
Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana dan Maṣlaḥah Mursalah. 
Skripsi Wardah Humaira, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca 
Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
(Studi Analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat)“. Skripsi ini berisi tentang penyelesaian sengketa gugatan sederhana dengan 
melihat bagaimana strategi dan mekanisme pengadilan dalam menyelesaikan 
sengketa gugatan sederhana tersebut.21 Persamaan dari penelitian tersebut adalah 
sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan 
gugatan sederhana. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi dengan penyelesaian gugatan 
sederhana beserta dengan contoh perkaranya di Pengadilan Agama Klaten dan akan 
dianalisis penyelesaian gugatan sederhana pada suatu perkara gugatan sederhana 
tersebut dengan ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 
                                                          
       21 Wardah Humaira, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)”, skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, 
UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2017  
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tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan 
Maṣlaḥah Mursalah 
G. Metode Penelitian 
Untuk mempermudah dalam proses penelitian  dan pengumpulan data yang 
akurat dan relevan guna untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi 
ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut; 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yang 
bertujuan untuk memperlajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang 
dan interaksi lingkungan suatu unit sosial bersifat apa adanya individu, 
kelompok, lembaga atau masyarakat.22 Dalam hal ini penulis memperoleh 
data-data dengan wawancara secara langsung dan dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti.   
 
2. Sumber Data 
a. Sumber data primer  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu 
data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dari Pengadilan 
                                                          
       22 Choid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 
hlm. 46. 
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Agama Klaten, berupa interview (wawancara) yang ditujukan kepada Para 
Hakim yaitu Bapak Ahmad Wahib dan Bapak Tubagus Masrur 
b. Sumber data Sekunder  
Sumber data Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum 
yang bukan dokumen resmi.23 
1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritarif). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
2) Bahan Hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen yang tidak resmi yang terdiri atas: putusan 
Pengadilan, skripsi, jurnal-jurnal hukum.  
c. Sumber data Tersier  
Data tersier merupakan data penunjang yang mencakup bahan-bahan 
yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data 
sekunder yang meliputi: kamus, ensklopedia hukum, dan lain-lain.24 
 
                                                          
       23 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, hlm. 181. 
 
       24 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo), hlm. 36.   
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3. Lokasi Penelitian 
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini penulis mengambil lokasi di 
Pengadilan Agama Klaten, dikarenakan perkara sengketa ekonomi syariah di 
Pengadilan Agama Klaten lumayan banyak khususnya perkara gugatan 
sederhana yaitu ada 18 perkara yang sudah diputus di Pengadilan Agama Klaten 
dari tahun 2018 sampai tahun 2019 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara 
yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara 
tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam 
benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunanya.25 Dalam 
penelitian ini akan digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:   
a. Interview (wawancara)  
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 
jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 
pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).26 Penulis 
menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 
proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten. 
Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk sebagai hakim 
                                                          
       25 Suharsismi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 134. 
 
       26 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72 
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tunggal di Pengadilan Agama Klaten yang mampu mengkaji, mengetahui, 
serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses penyelesaian gugatan 
sederhana. Wawancara di Pengadilan Agama Klaten dilaksanakan pada 
tanggal  pukul, tempat, narasumber, jabatan.   
b.  Dokumentasi  
Jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari 
dalam dokumen, Putusan Pengadilan atau bahan pustaka, maka kegiatan 
pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau literature study. 
Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu 
lembaga. Putusan-putusan, surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya 
merupakan data yang berbentuk tulisan disebut dokumen dalam arti sempit. 
Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya.27 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data 
yang tersedia dari berbagai sumber.28 Dalam analisis data penulis menggunakan 
teknik deskriptif yang dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang 
suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.29 Penulis menggunakan metode 
                                                          
       27 Ibid., hlm. 61. 
 
       28 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), hlm.21 
 
       29 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, 
Cet-1, Jakarta: Predana Media Group, 2016, hlm. 152 
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analisis induktif, yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus 
kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Metode tersebut digunakan untuk 
menganalisis tentang  proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan 
Agama Klaten. 
 
H. Sistematika Penulisan  
Untuk memudahkan pemahama tentang isi dan esensi dari penelitian  ini, serta 
mendapatkan penyajian yang sistematis, penyusun menyajikan pembahasan 
penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut : 
Bab I, bagian ini membahas latar belakang masalah yang ada memuat alasan 
penyusun terhadap kajian ini; pokok masalah penelitian sebagai cakupan kajian; 
dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian; kemudian dilanjutkan dengan 
bagian kerangka teori sebagai alur pemikiran yang ditempuh dengan teori-teori yang 
mendukung data yang telah ada, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka untuk 
menjelaskan perbedaan penelitian yang dilakukan, dilanjutkan dengan metode 
penelitian  dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 
Bab II, menjelaskan memaparkan tentang landasan teori umum variabel 
penelitian. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-
variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti pengertian gugatan 
sederhana, tata cara gugatan sederhana, pengertian sengketa ekonomi syariah, 
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macam-macam penyelesaian sengketa ekonomi, pengertian wanprestasi, dan faktor 
penyebab terjadinya wanprestasi dan pengertian maṣlaḥah mursalah 
Bab III, bagian ini berisi uraian tentang gambaran lokasi penelitian dan data-
data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis, menguraikan tentang 
gambaran umum dari Pengadilan Agama Klaten yang meliputi keadaan geografis 
Pengadilan Agama Klaten, sejarah singkat Pengadilan Agama Klaten dan visi misi 
Pengadilan Agama Klaten serta penyelesaian perkara gugatan sederhana di 
Pengadilan Agama Klaten  
Bab IV, bagian ini berisi analisis terhadap penyelesaian gugatan sederhana di 
Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor Register 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt dan 
analisis tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap penyelesaian gugatan sederhana di 
Pengadilan Agama Klaten 
Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian permasalahan 
dalam penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Gugatan 
1. Pengertian Gugatan Sederhana 
  Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo yaitu tuntutan perdata 
(burgerlijk vodering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak 
lain.1 Gugatan menurut Zainal Asikin adalah suatu tuntutan yang 
disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh seseorang 
mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang 
kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara 
tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.2 
Kedua pendapat di atas dapat diketahui maksud atau arti dari gugatan adalah 
sebuah tuntutan yang dihasilkan dari dua orang yang berperkara (penggugat-
tergugat) yang dituangkan dalam sebuah surat gugatan, dan di ajukan 
kepada ketua pengadilan sesuai dengan perkara yang terjadi. 
  Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan 
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dapat dikatakan lembaga 
peradilan adalah lembaga yang berwenang pada perkara-perkara di 
Indonesia termasuk surat gugatan sampai pada putusan. Dalam memberikan 
                                                          
       1 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47 
 
       2 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 19 
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pelayanan hukum, pengadilan mempunyai tugas antara lain: 
1) Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari 
keadilan 
2) Memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi 
pencari keadilan 
3) Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan 
final sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat. 
  Sesuai dengan poin ketiga penyelesaian perkara secara efektif, 
efisien, tuntas dan final yang dapat menyenangkan hati para pihak dan 
masyarakat. Berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan 
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya diuraikan lagi dalam 
penjelasannya bahwa peradilan harus memenuhi harapan para pencari 
keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan biaya 
ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang 
dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang harus 
dilanjutkan oleh para ahli waris para pencari keadilan. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. 
  Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak tidak berbelit-
belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan 
atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin membaik. Terlalu 
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banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga memungkinkan timbulnya 
berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan 
menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka 
pengadilan.3 
  M. Yahya Harahap memberikan penjelasan yang lebih tegas 
tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Menurut beliau, yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan adalah “suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan 
jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan 
hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan 
sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit 
dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus 
untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut 
hukum”.4 
  Dengan demikian, gugatan sederhana merupakan terobosan baru 
dalam hal penyelesaian sengketa, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah 
Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah 
Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana ini adalah tata cara pemeriksaan 
di persidangan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak 
                                                          
       3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 
54. 
       4 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka 
Kartini, 1993), hlm. 54. 
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Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara 
dan pembuktian yang sederhana. 
  Penjelasan di atas memberikan arti bahwa gugatan sederhana 
adalah jalan kedua dari adanya gugatan acara biasa yang menawarkan 
prosedur yang sederhana, cepat, dan juga biaya ringan, yang dari hal 
tersebut dapat memberikan dampak bagi penyelesaian sengketa di 
Indonesia. 
2. Manfaat Gugatan Sederhana 
  Manfaat gugatan sederhana sendiri pastinya menciptakan sistem 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bisa mengefektivkan 
kinerja peradilan serta mengurangi volume sengketa-sengketa yang masih 
dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung.  
  Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah di atur 
dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pasal 
2 ayat (4) “peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan”. Serta pasal 4 ayat (2) “pengadilan membantu pencari keadilan 
dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. 
  Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan “Peraturan 
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai 
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asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. pasalnya selama ini 
masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara 
di pengadilan.” Jelas kiranya gugatan sederhana ini dapat menyelesaikan 
perkara dengan prosedur yang cepat tanpa harus memakan waktu yang lama 
dan dilakukan dengan hukum beracara yang sederhana dan biayanya pun 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.5 
  Dengan demikian manfaat yang didapat dari keberadaan gugatan 
sederhana ini ialah pertama mempersingkat dan mempercepat prosedur 
penyelesaian sengketa di peradilan untuk perkara-perkara yang nilai 
materilnya paling banyak 500.000.000(lima ratus juta rupiah), kedua dapat 
mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta 
mengefektifkan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian 
sengketa. 
3. Tujuan Gugatan Sederhana 
  Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa 
ekonomoi syariah agar setiap segala permasalahan yang timbul dalam 
kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat 
sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan suatu persengketaan 
yang berujung pada ketidakadilan.6 Persengketaan yang tidak dapat 
diselesaikan secara secepatnya sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika 
                                                          
       5 Tri Jata Ayu Pramesti, “Seluk Beluk Gugatan sederhana”, https://www.hukumonline.com/ , 
di akses pada 4 Oktober 2019 pukul 23.53 
 
       6 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Depok: Kencana, 
2017), hlm.10. 
34 
 
 
 
persengketaan terjadi terus menerus maka suatu kehancuran yang timbul 
dan kemungkinan besar dapat membinasakan manusia. Dalam islam tidak 
diperbolehkan perselisihan yang berlarut- larut dan berkepanjangan karena 
dapat menimbulkan persengketaan yang semakin rumit dan tajam. 
  Berdasarkan penjelasan sebelumnya, antara sistem gugatan 
sederhana itu sendiri ternyata selaras dengan tujuan penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah, yakni agar setiap permasalahan dalam kegiatan ekonomi 
syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat serta sesuai prosedur 
yang berlaku. Kata cepat disini merupakan kata kunci yang memiliki 
keterikatan dengan defenisi gugatan sederhana. Lebih khususnya lagi 
gugatan sederhana merupakan upaya dalam menyederhanakan prosedur 
beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata dengan 
ditentukan masa berlakunya penyelesaian sampai penyederhanaan dalam 
proses pembuktiannya. Sehingga perkara-perkara yang nilai materinya yang 
tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat terselesaikan 
dengan waktu yang cepat, dan beban biaya perkara menjadi tidak lebih 
besar dari biaya yang diperkarakan. Dan pastinya dapat mengefektivkan 
kinerja dari Lembaga Peradilan karena prosedur penyelesaian sengketanya 
yang tidak lebih dari dua puluh lima hari kerja. 
4. Sistem gugatan sederhana 
Sistem gugatan sederhana memperkenalkan suatu sistem peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal ini pun tertera dalam pasal 2 ayat (4) 
Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
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menyebutkan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan.”Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
menyatakan” 
     Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain 
kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh 
undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. 
 
  Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah tersebut, dapat dipahami terkait prinsip-prinsip dalam penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah sebagai berikut: 
1. Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang 
merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan; 
2. Kekeluargaan; 
3. Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan 
4. Menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersaman. 
 Berawal dari sistem peradilan yang terlalu panjang prosesnya, 
dibentuklah suatu aturan mengenai gugatan sederhana yang dapat menjadi 
alternatif dalam upaya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan 
biaya ringan. Hal ini pun sesuai dengan tugas dari pengadilan adalah 
memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final 
sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat yang tertuang dalam 
undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 
 Gugatan sederhana di awali dalam Peraturan Mahkamah Agung 
36 
 
 
 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
yang menjelaskan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap  gugatan 
perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000 (dua 
ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang 
sederhana. gugatan sederhana dalam Perma ini diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Terkait perkara 
yang diajukan dalam gugatan sederhana ini yaitu wanprestasi (cidera janji) 
atau perbuatan melawan hukum (PMH) dan yang tidak termasuk dalam 
gugatan sederhana ini yaitu: perkara yang penyelesaian sengketanya 
dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah. 
 Kemudian pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi 
Syariah yang di dalamnya mengatur penyelesaian perkara ekonomi syariah 
dalam gugatan biasa dan gugatan sederhana. Pemeriksan perkara dengan 
acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap suatu perkara ekonomi syariah 
yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan 
pemeriksaan perkara acara sederhana ini tetap mengacu pada Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian 
gugatan sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam 
Peraturan Mahkamah Agung ini. Serta kewenangan untuk memeriksa dan 
memutus dalam hal perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama 
yang dengan demikian syarat mengenai perkara yang tidak termasuk dalam 
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gugatan sederhana yang karena penyelesaian melalui pengadilan 
dikecualikan pada perma ini. 
5. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
a. Pendaftaran  
Pendaftaran gugatan sederrhana di kepaniteraan pengadilan 
dengan register khusus. Para pihak boleh membuat sendiri gugatannya 
atau dapat juga dengan cara mengisi gugatan berupa blanko yang 
sudah disiapkan oleh kepaniteraan yang telah ditentukan dan pada saat 
mendaftarkan perkara penggugat wajib melampirkan bukti surat yang 
sudah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana 
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana 
Dalam tahap ini apabila panitera menemukan bahwa gugatan 
tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana maka panitera 
mengambalikan gugatan kepada penggugat dan disarankan untuk 
mengajukan perkara dengan acara biasa sehingga pada tahap ini 
kepaniteraan sudah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara 
dengan acara sedehana atau dengan acara biasa ini  memberikan sinyal 
bahwa panitera juga sudah harus memiliki pengetahuan tentang 
hukum tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah baik dengan 
acara sederhana maupun acara biasa7 
 
 
                                                          
       7 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 39 
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c. Penetapan panjar biaya perkara 
Prosedur pembayaran panjar biaya tetap sama dengan 
pembayarann panjar biaya perkara lainnya. Bagi penggugat yang tidak 
mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma 
atau prodeo, tentunya kepaniteraan memeriksa terlebih dahulu 
persyaratan permohonan pembebasan biaya berperkara 
Setelah itu ketua pengadilan menerbitkan penetapan 
pembebasan biaya perkara dikabulkan atau ditolak. Proses ini tidak 
dihitung termasuk dalam jangka waktu penyelesaian yang sudah 
ditentukan untuk perkara gugatan sederhana 
d. Penetapan hakim tunggal 
Untuk memeriksa gugatan sederhana, ketua pengadilan 
menetapkan hakim yang memeriksa perkara dengan hakim tunggal 
dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim 
dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. Perlu diingat, bahwa 
proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan 
penunjukan panitera dilaksanakan palinh lambat dua hari kerja  
e. Pemeriksaan pendahuluan 
Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk 
menyelesaiakn perkara aquo, terlebih dahulu harus memeriksa apakah 
materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat 
sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah 
Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana. Walaupun pada awalnya kepaniteraan sudah 
melakukan penilaian persyaratan sedeehana tetapi hakim juga 
memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang 
kelak akan diajukan oleh para pihak. Apabila dalam pemeriksaan 
hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan 
sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan 
bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan atas penetapan tersebut 
tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun8 
f. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak 
Dalam hal ini hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil 
para pihak agar hadir dalam persidangan yang sudah ditentukan dan 
jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari 
melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling 
lambat adalah dua hari kerja hal ini concordan dengan bunyi Pasal 20 
ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selanjutnya, pada 
pemanggilan-pemanggilan berikutnya dapat dilakukan dengan 
bantuan teknologi informasi seperti email, whatsapp, dan lain 
sebaginyayang disepakati para pihak setelah klarifikasi dengan pihak 
kepaniteraan untuk menghadiri complain dari masing-masing pihak 
                                                          
       8 Ibid.,hlm. 40 
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Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan 
yang sah, maka gugatan dintatakan gugur. Adapun jika tergugatn yang 
tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan secara 
patut. Jika tergugat pada hari soidang pertama hadir kemudian pada 
hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan 
diperiksa dan diputus secara contradictoir. Terhadap putusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 13 Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 4 Tahun 2019 tergugat dapat mengajukan keberatan9 
g. Pemeriksaan sidang dan perdamaian 
Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap 
memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian 
gugatan sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang 
pertama. Ketentuan perdamaian dalam gugatan sederhana 
mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan 
Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam tercapainya 
perdamaian, maka hakim membuat putusan akata perdamain yang 
mengikat para pihak. Terhadap penetapan akata perdamaian dimaksud 
tidak dapatdiajukan upaya hukum apapun10 
h. Hakim wajib berperan aktif 
Ketentuan tentang peran hakim dalam pemeriksaan gugatan 
sederhan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
                                                          
       9 Ibid. 
 
       10 Ibid.,hlm. 41 
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Tahun 2019. Peran aktif hakim dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana 
secara berimbang kepada para pihak 
b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk 
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian 
di luar persidangan 
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya 
hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak 
i. Tentang pembuktian 
Proses pembuktian juga dilakukan secara sederhana yaitu 
dengan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi, 
namun tidak perlu keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. 
Terhadap gugatan yang dibantah maka hakim harus melakukan 
pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. 
Untuk bukti-bukti elektronik dapat mengacu pada Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebab dalam transaksi ekonomi syariah pada saat sekarang 
ini para pihak banyak menggunakan bantuan teknologi elektronik. 
Juga tentang bukti elektronik walaupun belum diatur dalam mhukum 
acara secara formal namun hakim tetap memeriksa dan memutus 
perkara yang diajukan padanya dengan pembuktian menggunakan 
bukti elektronik dengan cara melakukan penemuan hukum 
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Pembuktian dalam acara gugatan sederhana hanya sebatas bukti-
bukti yang disampaikan penggugat pada saat memyampaikan gugatan 
di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak sederhana maka 
sejak awal perkara ini sudah dinyatakan masuk pada kategori gugatan 
dengan acara biasa11 
j. Putusan dan berita acara persidangan  
Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang 
ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga 
harus memuat prinsip-prinsip syariat dan dalil-dalil kitab fikih yang 
dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara. Seperti 
persidangan dalam perkara lainnya, hakim wajib membacakan putusan 
dalam sidang terbuka untuk umum, serta wajib memberitahukan 
hakpara pihak mengajukan keberatan, dalam hal para pihak tidak 
hadir, dalam hal ini jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian 
atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 
(dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Adapun tugas panitera 
sidang membuat berita acara persidangan. 
k. Upaya hukum 
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah 
dengan mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan agama atau 
mahkamah syar’iyah dengan menandatangani akata pernyataan 
                                                          
       11 Ibid.,hlm. 42 
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keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai 
dengan alasan-alasan keberatan tersebut. 
Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapakan atau setelah 
pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua 
pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima yang 
didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu 
mengajukan keberatan sudah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja12 
l. Pemeriksaan berkas permohonan keberatan 
Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 
keberatan yang disertai dengan memori keberatan yang bisa dalam 
bentuk alasan-alasan yang dituang dalam akta keberatan dan 
kemudian disampaikan kepada termohon keberatan dalam tenggat 
waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan 
Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua 
pengadilan agama dengan mengisi blanko yang memuat keberatan 
dari para pihak. Blanko tersebut disediakan kepaniteraan dengan 
mempertimbangkan jarak waktu penyampaian keberatan yaitu paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan 13 
 
 
                                                          
       12 Ibid. 
 
       13 Ibid., hlm. 43 
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m. Pemeriksaan keberatan 
Setelah permohonan keberatan dinyatakan lengkap dalam waktu 
paling lambat 1 (satu) hari, maka ketua pengadilan sudah menetapkan 
majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan 
tersebut yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua 
pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah 
Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar pada putusan 
dan berkas keberatan disertai dengan memori dan kontra memori 
keberatan, serta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Sebagaimana 
telah disinggung sebelumnya, bahwa majelis hakim sudah harus 
memutus perkara keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dalam 
proses pemeriksaan keberatan, majelis hakim cukup mempelajari 
berkas yang ada seperti layaknya pemeriksaan hakim pada tingkat 
banding atau kasasi 
n. Pelaksaan putusan 
Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah 
tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan  disampaikan 
oleh para pihak maka putusan dilaksanan secara suka rela, dan apabila 
tidak bersedia secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur 
dalam Pasal 225 HIR/250RBg14 
 
                                                          
       14 Ibid. 
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B. Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan 
1. Asas sederhana 
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksud sederhana 
adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan  tidak berbelit-belit. Makin 
sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang di wajibkan atau di 
perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.15 Asas 
sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian yang dilakukan dengan 
cara yang efisien dan efektif. Kesederhanaan penyelesaian perkara akan 
berdampak pula pada kecepatan dan juga biaya yang digunakan para 
pihak dalam berperkara. 
2. Asas cepat 
Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; 
segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau 
yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian 
perkara. Sistem peradilan yang cepat dan tepat akan memberikan harapan 
bagi para pencari keadilan dan juga akan memberikan kepercayaan yang 
penuh dari masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.16 Asas cepat 
ialah asas yang menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau 
masa acara persidangan berlangsung. Penyelesaian perkara yang memakan 
waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, 
                                                          
       15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 
2006), hlm. 36 
 
       16 Ibid,.hlm 36 
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misalnya berubahnya kondisi atau keadaan obyek sengketa yang tentunya 
akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya. 
3. Asas biaya ringan 
Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk 
mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos 
(administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan 
sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. 
Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya 
di depan pengadilan.  Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat 
dipikul oleh masyarakat pencari keadilan. Biaya ringan juga mengandung 
makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar 
orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya 
melainkan harus ada jaminan bahwa keadilan itu tidak mahal, keadilan 
tidak dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-
nila lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. 
 
C. Wanprestasi 
1. Pengertian wanprestasi 
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, 
yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera 
janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan 
sebagai tidak terlaksanaynya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena 
47 
 
 
 
kesengajaan dan kelalaian. 
 Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena 
disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini 
dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut 
atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.17 
Wanprestasi dapat berupa : 
a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna 
c. Terlambat memenuhi prestasi 
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 
 Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 
yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah 
pedagang maka bias kehilangan keuntungan yang diharapkan. 
 Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak 
wanprestasi harus menananggung akubat dari tuntutan pihak lawan yang dapat 
berupa tuntutan : 
a. Pembatalan kontrak ( disertai atau tidak disertai ganti rugi) 
b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) 
2. Bentuk-bentuk wanprestasi  
    Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umum dikenal empat 
bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut: 
a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali 
                                                          
       17 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Depok: 
Kencana, 2017), hlm. 130 
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b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang 
diperjanjikan sebelumnya 
c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan 
d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan18 
3. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi 
    Mekanisme dalam menyatakan debitur wanprestasi mesti melalui 
beberapa tahapan. Seetidaknya terdapat dua bentuk tahapan yang harur 
dilakukan, sebagai berikut : 
a. Sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada 
debitur secara resmi melalui pengadilan. Somasi adalah teguran si 
berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi 
prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara  
keduanya. Somasi ini diatur di dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 
1243 KUH Perdata 
b. Ingebreke Stelling, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara 
tersendiri dan tidak melalui pegadilan. 
Adapun substansi dari peringatan yang diberikan oleh kredutur kepada 
debitur memenuhi hal-hal berikut: 
a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi  
b. Dasar teguran 
c. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi 
Kemudian somasi minimal telah dilakukan sebanyak dua kali oleh 
                                                          
       18 Ibid. 
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kreditur atau juru sita dengan dilandasi dengan itikad baik. Adapun jeda 
waktu antara somasi pertama dan somasi kedua adalah satu minggu hari 
kerja. Namun dalam praktiknya ditemukan di kalangan perbankan, entah 
karena dilandaskan itikad baik atau berdasarkan kebiasaan memberikan 
somasi tiga kali. Apabila somasi tersebut tidak diindahkannya, maka kreditur 
berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang 
akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. 
Berkaitan terhadap gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi 
syariah, maka hakim tidak boleh membatalkan akad syariah yang sudah 
dibuat oleh parra pihak. Jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo 
pelunasan pembayaran, maka terdapat hak tanggungan atas akad tersebut 
dapat dieksekusi yang tentunya setelah diberi peringatan (somasi) sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.19 
4. Akibat wanprestasi 
 Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh 
debitur yang telah wanprestasi: 
1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur  
2. Pembatalan perjanjian 
3. Peralihan resiko 
4. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur 
Selain akibat hukum terdapat debitur di atas, kreditur dapat 
melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, diantaranya: 
                                                          
      19 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Depok: 
Kencana, 2017), hlm. 131 
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1. Tuntutan pembatalan perjanjian 
2. Tuntutan pemenuhan perjanjian 
3. Tuntutan ganti kerugian 
4. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian 
5. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi 
Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian 
yang di deritanya kepada debitur akibat kelalaiannya sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 1243-1244 KUH Perdata. Kreditur berhak menuntut meminta ganti 
kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga (konsten, schaden en interessen).20 
 
D. Sengketa Ekonomi Syariah 
1. Pengertian sengketa ekonomi syariah 
 Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua 
pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan 
menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan 
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat 
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum 
terhadap salah satu diantara keduanya. Terjadinya suatu sengketa ekonomi 
syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum 
yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu 
pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum 
sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Apabila 
                                                          
       20 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 114 
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seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, 
maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu 
menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut 
akan mengikat sebagai undang-undang bari mereka yang membuatnya21 
2. Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah 
Kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah 
adalah karena tidak ada keserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-
kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang 
terganggu atau dilanggar. 
Sengketa terhadap hukum akad adalah suatu kondisi terjadinya 
ketidak sepahaman atau perbedaan pendapat di anatara para pihak yang 
membuat akad atau kontrak maupun perjanjian hukum yang terkait dengan 
fakta tidak terpenuhinya hak atau tidak dilaksanakan kewajiban yang tidak 
ditentukan atau pemutusan hunungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh 
salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. 
Terjadinya sengketa pada umumnya karena adanya penipuan atau 
ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang 
dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah 
melaksanakam apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana 
yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang 
dijanjiakan, tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan 
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-
                                                          
       21 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Depok: 
Kencana, 2017), hlm. 5 
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tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.22 
3. Tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah 
agar setiap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kegiatan 
ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sebagimana 
semestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada 
ketidakadilan, dalam Islam tidak dibolehkan perselisihan yang berlarut-larut 
dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang semakin 
tajam dan rumit. Persengketaan yang tidak diselesaikan secepatnya tidak 
sejalan dengan ajaran Islam, pembiaran terhadap suatu sengketa sehingga 
perkepanjangan dapat menimbulkan permusuhan dan dendam kesumat yang 
membahayakan kehidupan umat manusia. 
Demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka 
diperlakukan lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal 
penegakan hukum di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu 
lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan 
tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang 
beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara 
sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses 
mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam Pasal 49 sampai 
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
                                                          
       22 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 33 
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Agama.23 
4. Jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
a. Penyelesaian secara litigasi 
 Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa 
atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut Munir Fuadi, 
penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan 
pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. 
Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung 
dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justiabelen (pencari 
keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis 
dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan 
suatu alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan 
pengadilan. 
 Ada beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi 
diantaranya : 
1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat 
2) Biaya beperkara mahal 
3) Peradilan pada umumnya tidak responsif 
4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 
Ada dua bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi 
di Indonesia, yaitu : 
a) Penyelesaian perkara secara sederhana 
                                                          
       23 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Depok: 
Kencana, 2017), hlm. 10 
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Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah, 
gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan 
atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara 
elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang 
nilainya paling banyak adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang 
sederhana.24 
b) Penyelesaian perkara secara biasa 
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa adalah 
untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang 
berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan 
Mahkamah Agung ini. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum 
acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-
undangan lainnya.25 
b. Penyelesaian secara nonlitigasi 
 Nonlitigasi berasal dari bahasa inggris, yang terdiri dari dua suku 
kata, yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata none yang artinya tidak 
atau menolak dan litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses 
pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut 
                                                          
       24 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 36 
 
       25 Ibid, hlm. 44 
55 
 
 
 
dapat dimaknai penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai. 
Istilah nonlitigasi dalam ilmu hukum lebih popular dengan istilah 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah bahasa inggris 
dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). 
 Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan 
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 
10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.26 
 
E. Maṣlaḥah Mursalah 
1. Pengertian Maṣlaḥah 
Secara etimologis, kata “ةحاصملا” , jamaknya “حلاصملا” berarti sesuatu 
yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau 
kerusakan dan didalam bahasa Arab sering pula disebut dengan “باوصلاوريخلا” 
yaitu yang baik dan benar.27 
Maṣlaḥah menurut pengertian syarᾱ' pada dasarnya dikalangan ulama 
uṣul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam 
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       27 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 
217-218 
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memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman, misalnya menyebutkan 
sebagai berikut: 
Maṣlaḥah ialah memelihara maksud hukum syarᾱ' terhadap berbagai 
kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. 
Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.28 
 
Selanjutnya, Imam al-Ghazali, mendefinisikan Maṣlaḥah sebagai berikut: 
Maṣlaḥah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan 
manfaat atau menolak kemudaratan.29 
Sementara itu, menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam 
Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maṣlaḥah ialah pandangan 
mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan 
perbuatan yang berlawanan dengan hukum syarᾱ'.30 
Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Jalaludin 
Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah mengandung 
maksud yang sama. Artinya maṣlaḥah yang dimaksudkan adalah 
kemaslahatan yang menjadi tujuan syarᾱ' bukan kemaslahatan yang semata-
mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari 
sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk 
merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala dan aspek kehidupan 
mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa 
kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah 
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      29Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh..., hlm 219 
 
       30Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm: 219 
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digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi 
manusia.31 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah 
di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, 
juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 
pembatalannya.32 
Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah 
mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan 
syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil 
khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.33 
Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari 
segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada 
hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum 
dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun 
al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan 
hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan 
menghindari kerusakan. 
 
                                                          
       31Ibid., hlm. 219-220 
 
       32 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 
hlm. 123. 
 
       33 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424. 
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2. Pembagian Maṣlaḥah 
Dilihat dari segi pembagian maṣlaḥah ini, dapat dibedakan kepada dua 
macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya. 
a. Maṣlaḥah Dari Segi Tingkatannya 
Maṣlaḥah dari segi tingkatannya ini ialah dengan kepentingan 
yang menjadi hajat hidup manusia.34 Menurut Mustafa Said al-Khind. 
Maṣlaḥah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan kepada 
tiga macam.35 
1) Maṣlaḥah  Ḍarūriyyᾱt 
Maṣlaḥat pada tingkat ini ialah kemaslahatan yang 
menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang 
berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam 
kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan 
kehidupan manusia tersebut. zakariya al-Biri menyebutkan 
bahwa maṣlaḥah ḍarūriyyᾱt ini merupakan dasar asasi untuk 
terjaminannya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, 
maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.36 
lingkup maṣlaḥah ḍarūriyyᾱt ini ada lima macam, yaitu 
hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Kelima macam maṣlaḥah ini harus 
                                                          
       34 Asmawi, Perbandingan Uṣūl Fiqh, cet-1 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129 
 
       35Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),hlm. 220 
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dipelihara dan dilindungi. Karena jika terganggu akan 
mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.37 
2) Maṣlaḥah Ḥᾱjiyyᾱt  
Maṣlaḥah Ḥᾱjiyyᾱt jenis ini ialah persoalan-persoalan 
yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan 
dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari 
segi kepentingannya, maka maṣlaḥah ini lebih rendah 
tingkatannya dari maṣlaḥah ḍarūriyyᾱt. Diantara ketentuan 
hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan 
kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh 
ajaran Islam seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan 
orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam 
perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan 
kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat 
diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan 
kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan 
kesulitan saja.38 
3) Maṣlaḥah Taḥsῑniyyat 
Maṣlaḥah jenis ini sifatnya untuk memelihara kebagusan 
dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, 
                                                          
       37Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Uṣūl Fiqh, cet-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 
hlm. 122 
 
       38Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),  hlm. 
221-222 
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kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan 
tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta 
rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain, 
kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. 
Sungguh pun kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh 
manusia. Misalnya, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said 
Ali Abd. Rabuh bahwa dalam urusan ibadah Allah telah 
mensyari'atkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan 
berpakaian yang indah dan begitu  pula dalam ḥadiṡ nabi 
diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya 
menjadi kesenangan manusia. 39 
Kesemua maṣlaḥah yang kategorikan kepada maṣlaḥah 
taḥsῑniyyat ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan 
kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai 
oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan 
kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan 
dibutuhkan.40 
 
 
 
                                                          
       39 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 222 
 
       40Ibid.,hlm. 222-223 
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b. Maṣlaḥah Dilihat Dari Segi Eksistensinya 
Jika maṣlaḥah dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para 
ulama uṣul, sebagaimana dijelaskna oleh Abdul Karim Zaidan, 
membaginya kepada tiga macam.41 
1) Maṣlaḥah Mu'tabarah 
Maṣlaḥah jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash 
secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya.42 
Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said 
Ali Abd. Rabuh kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan 
terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.43 
Jika syar'i menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu 
peristiwa dan menyebutkan nilai maṣlaḥah yang dikandungnya, 
maka hal tersebut disebut dengan maṣlaḥah mu'tabarah. Yang 
temasuk kedalam maṣlaḥah ini ialah semua kemaslahatan yang 
dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, 
jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Oleh karena itu, Allah 
SWT. telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk 
melindungi agama, melakukan Qisas bagi pembunuhan, 
menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, 
                                                          
       41 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh..., hlm. 223-224 
 
       42 Dedi Supriadi, Uṣūl Fiqh Perbandingan, cet-1,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 
229 
 
       43 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 224 
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menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku 
pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maṣlaḥah yang 
kategorikan kepada maṣlaḥah mu'tabarah wajib tegakkan dalam 
kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan 
kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.44 
2) Maṣlaḥah Mulgah 
Maṣlaḥah ini ialah maṣlaḥah yang berlawanan dengan 
ketentuan nash. Dengan kata lain, maṣlaḥah yang tertolak 
karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan 
dengan ketentuan dalil yang jelas.45 
Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama 
uṣul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang 
perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara 
seseorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang 
warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi 
berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. 
Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa` ayat 11.46 
Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka 
pembagiannya diubah bahwa antara seorang anak laki-laki 
dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam 
harta warisan. Penyamaan antara anak laki-laki dan anak 
                                                          
       44 Ibid,.hlm. 224-225 
 
       45Ibid. 
 
       46Ibid., hlm. 225 
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perempuan dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang 
disebut dengan maṣlaḥah mulgah, karena bertentangan dengan 
nash yang sarih.47 
3) Maṣlaḥah Mursalah 
Maṣlaḥah mursalah ini adalah maṣlaḥah yang secara 
eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya 
maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas maṣlaḥah 
mursalah ini termasuk jenis maṣlaḥah yang didiamkan oleh 
nash. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan 
maṣlaḥah mursalah ialah: 
maṣlaḥah yang tidak disebutkan oleh nash baik 
penolakannya maupun pengakuannya.48 
 
Dengan demikian maṣlaḥah mursalah ini merupakan 
maṣlaḥah yang sejalan dengan tujuan syarᾱ' yang dapat 
dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang 
dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui 
bahwa dalam kenyataannya jenis maṣlaḥah yang disebut 
terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh 
perbedaan kondisi dan tempat.49 Menurut Jalaluddin Abdur 
                                                          
       47 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 226 
 
       48Ibid., hlm. 227 
 
       49 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh..., hlm. 228 
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Rahman, bahwa maṣlaḥah mursalah ini dapat dibedakan kepada 
dua macam yaitu: 
a. Maṣlaḥah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan 
sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata 
lain, kategori maṣlaḥah jenis ini berkaitan dengan 
maqᾱsid al-syarῑ'ah yaitu agar terwujudnya tujuan syariat 
yang bersifat darūri (pokok). 
b. Maṣlaḥah yang sifatnya samar-samar dan sangat 
dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid 
untuk merealisirnya dalam kehidupan.50 
3. Persyaratan Maṣlaḥah Mursalah 
Tentang persyaratan untuk menggunakan maṣlaḥah mursalah ini, 
dikalangan ulama uṣul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah 
maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya'ban, misalnya, menyebutkan tiga syarat 
yang harus diperhatikan bila menggunakan maṣlaḥah mursalah dalam 
menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:51 
a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat 
dalil yang menolaknya. 
Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat 
diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-
laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian 
                                                          
       50Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 228 
 
      51Ibid. 
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warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak 
dinamakan dengan maṣlaḥah mursalah. Hakekat maṣlaḥah mursalah 
itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun 
mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh 
manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syarᾱ'. 
b. maṣlaḥah mursalah itu hendaknya maṣlaḥah yang dapat dipastikan 
bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. 
Menurut Zaky al-Din Sya'ban diisyaratkan bahwa maṣlaḥah mursalah 
itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak 
dapat diamalkan. 
c. maṣlaḥah mursalah hendaklah maṣlaḥah yang bersifat umum 
Maṣlaḥah yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang 
terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaluddin Abdurrahman 
menyebutkan dengan maṣlaḥah kulliyah bukan juziyah, maksudnya 
maṣlaḥah mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya 
sebagian saja. Dari tiga syarat yang telah diuraikan diatas, ternyata ada 
yang menambahkan syarat lainnya lagi. Di samping tiga syarat yang 
telah disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa maṣlaḥah mursalah itu 
hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Kemudian 
Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman 
menyebutkan bahwa maṣlaḥah mursalah hendaklah maṣlaḥah yang 
disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti 
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dipraktikkan dalam kehidupan mereka.52 Tentu saja, pandagan al-
Ghazali ini mengacu kepada maṣlaḥah yang memang telah dianut oleh 
masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat 
mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya 
kemudaratan. Pada akhirnya, dari persyaratan maṣlaḥah mursalah yang 
telah dikemukakan diatas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan 
pakar uṣūl fiqh, ternyata yang terpenting adalah maṣlaḥah mursalah itu 
harus sejalan dengan tujuan syarᾱ', dihajatkan oleh manusia serta dapat 
melindungi kepentingan manusia.53 
4. Kedudukan Maṣlaḥah Mursalah dan Kehujjahannya 
Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan madzhab uṣūl memang 
terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maṣlaḥah mursalah dan 
kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang 
menolak. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara 
kalangan mazhab uṣūl yang menerima dengan yang menolak serta 
argumentasi mereka masing-masing.54 
a. Kelompok pertama mengatakan bahwa maṣlaḥah mursalah adalah 
merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah 
Syari'ah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki55 dan Imam Ahmad 
                                                          
       52 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 230 
 
       53Ibid., hlm. 230-231 
 
       54Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh..., hlm. 231 
 
       55 Muhammad Abu Zahrah, Uṣūl Fiqh, cet-20 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 455 
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Ibn Hanbal. Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok 
pertama ini bahwa maṣlaḥah mursalah merupakan dalil dan hujjah 
Syari'ah adalah sebagai berikut:56 
1. Menurut kelompok ini, dalam praktiknya para sahabat telah 
menggunakan maṣlaḥah mursalah yang sama sekali tidak 
ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya. 
2. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan maṣlaḥah 
mursalah sesuai dengan tujuan syarᾱ' maka harus diamalkan 
sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti 
telah mengenyampingkan tujuan syari`at dan hal yang demikian 
adalah batal dan tidak dapat diterima. 
3. Alasan ketiga ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama 
dalam mempertahankan kedudukan maṣlaḥah mursalah sebagai 
hujjah syari'ah. Sebab, jika kemaslahatan yang terdapat di setiap 
tempat itu diabaikan sementara ia tetap sejalan dengan kehendak 
syariat, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah 
SWT. tidak menginginkan kesulitan bagi manusia. 
b. Kelompok yang Menolak Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Hujjah 
Syari`ah. 
Kelompok kedua ini berpendapat bahwa maṣlaḥah mursalah 
tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Yang 
termasuk dalam kelompok yang mengingkari maṣlaḥah mursalah ini, 
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sebagai dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah mazhab Hanafi, 
mazhab Syafi`i dan mazhab Zahiriyah. Adapun yang menjadi dasar 
penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-
Din Sya'ban adalah sebagai berikut:57 
1. Menurut kelompok kedua ini, bahwa Allah (Syar'i) menolak 
sebagian maṣlaḥah dan mengakuinya sebagian yang lainnya, 
sementara maṣlaḥah mursalah adalah hal yang meragukan. Sebab 
boleh jadi maṣlaḥah mursalah ditolak atau diakui oleh syar'i 
keberadaannya. Oleh karena itu, maṣlaḥah mursalah tidak 
mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam 
pembinaan hukum. 
2. Sesungguhnya menggunakan maṣlaḥah mursalah dalam 
penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa 
nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan. 
3. Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan 
maṣlaḥah mursalah berarti akan menimbulkan perbedaan hukum 
karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya 
kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah 
dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini 
akan menghilangkan fungsi keumuman syari'at dan nilainya yang 
berlaku setiap zaman dan tempat. 
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Dari perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima maṣlaḥah 
mursalah sebagai hujjah syari`ah dengan kelompok yang menolaknya, serta 
alasan mereka masing-masing, ternyata akar perbedaannya terletak pada sisi 
pandangan mereka masing-masing tentang maṣlaḥah mursalah itu sendiri.58 
Setelah mencermati perbedaan para ulama uṣul fiqh tentang kedudukan 
maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam, maka sebetulnya antara kelompok 
yang menggunakan maṣlaḥah mursalah dengan kelompok yang menolak, 
dapat disimpulkan bahwa kesemua mereka pada dasarnya terdapat titik temu 
bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya maṣlaḥah mursalah. 
Artinya, kelompok kedua menekankan bahwa jika maṣlaḥah mursalah yang 
menjadi pegangan kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan 
sebagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syar'i untuk dipelihara, bukan 
berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima. Nampaknya, 
kelompok yang kedua lebih menekankan kehati-hatian dalam menggunakan 
maṣlaḥah mursalah.59 
Memperhatikan pandangan Zakariya al-Biri diatas, dapat dipahami 
bahwa memang bannyak persoalan baru yang bisa dikategorikan kepada 
maṣlaḥah mursalah. Artinya, persoalan-persoalan baru tersebut memang 
mengandung maṣlaḥah dan dihajatkan oleh manusia dalam membangun 
kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam nash baik 
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yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dan ini akan terus 
berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat dengan berbagai perbedaan 
latar belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain adalah dengan 
menggunakan maṣlaḥah mursalah, sebagaimana telah dipraktikkan oleh para 
ulama sepanjang sejarah pemikiran hukum. Sungguh cukup banyak kasus 
yang diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan maṣlaḥah mursalah.60
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BAB III 
 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KLATEN DAN 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN 
AGAMA KLATEN 
 
A. Profil Pengadilan Agama Klaten 
1. Sejarah pengadilan agama 
 Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebgaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama 
adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 
beragam Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang.1 
 Pengadilan Agama Klaten dibentuk berdasarkan Staatbsblad Nomor 152 
Tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan 
Nama Raad Agama/ Penghulu Laandraad jo. Staatsblad Nomor 116 dan 610 
Tahun 1937 dan Staatsblad Nomor 3 Tahun 1940 jo. Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 (Pasal 106) jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Klaten 
yang berkantor di Jl. KH. Samanhudi No.9 Klaten dibangun pada tahun 1996/1997 
                                                   
       1 Fajar Shodiq, “Pembatalan Hibah Terhadap anak Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan 
Agama Klaten Nomor: 1976/Pdt.G/2014/PA- Klt)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, Surakarta, 2018, hlm, 53. 
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dengan dana APBN. 
 Dari sejarah yang berhasil ditelusuri mulai tahun 1947 kantor Pengadilan 
Agama Klaten bertempat di Sidowanah tepatnya mengontrak atau menempati 
rumah Bapak H. Saebani sampai pada tahun 1966, selanjutnya pada tahun 1966 
Kantor Pengadilan Agama pindah lokasi ke daerah Mlinjo Klaten tepatnya di Gg 
Dahlia. Pada tahun 1972, Kantor Pengadilan Agama Klaten kembali pindah ke 
Komplek Masjid Raya Klaten dengan menepati gedung BP4 (sekarang ditempati 
KUA Klaten Tengah) sampai tahun 1981, kemudian pada tahun 1981 Kantor 
Pengadilan Agama Klaten kembali pindah sedikit ke sebelah selatan yaitu tepatnya 
di Gedung Proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Klaten hingga tahun 1994. Dan 
akhirnya tepat pada juli 1996, Kantor Pengadilan Agama Klaten menempati tanah 
eks milik Departemen Agama seluas 2.120 m2 yang dibangun menjadi Kantor 
Pengadilan Agama Klaten yang terletak di Jl. Kopral Sayom No.9 (sekarang Jl. 
K.H. Samanhudi No. 9) Klaten sampai sekarang. 
 Sejak terbentuk Pengadilan Agama Klaten tahun 1947 Ketua Pengadilan 
Agama Klaten telah beberapa kali berganti, nama-nama ketua Pengadilan Agama 
Klaten yang menjabat sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang dapat dilihat 
melalui tabel berikut:2 
 
 
 
                                                   
       2 Website profil Pengadilan Agama Klaten diakses 12 Desember 2019, pukul 01.21 wib 
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 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1947-Sekarang 
No Nama Ketua Masa Jabatan 
1. Ibrahim Tahun 1947-1951 
2. Saibani Tahun 1951-1964 
3. KH. Abdul Kadir Tahun 1964-1976 
4. Achid Maaduki Tahun 1976-1978 
5. Drs. Barizi Tahun 1978- 1983 
6. Drs. H. Suhaimi Tahun 1983- 1992 
7. Drs. Suharto Tahun 1992- 1993 
8. Drs. Duror Mansur, SH. Tahun 1993- 1994 
9. Drs. H. Muhsoni, SH Tahun 1994- 1999 
10. Drs. H. Bunyamin, SH. Tahun 1999- 2002 
11. Dra. Hj. Ayunah M Zabidi Tahun 2002- 2006 
12. Drs. H.A. Sahal Maksun, MSI Tahun 2006- 2011 
13. Drs. H. M. Kahfi, SH Tahun 2011- 2015 
14. Drs. H.M. Rosyid Yakub, M.H Tahun 2015- 2017 
15. Dr. Agus Yunih, S.H., M.HI. Tahun 2017 – 2019 
  16. Dra. Nurwathon, S.H, M.H. Tahun 2019 – 
sekarang 
Sumber: Website Resmi Pengadilan Agama Klaten 
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2. Visi-Misi Pengadilan Agama Klaten 
Sebagai lembaga resmi Pengadilan Agama Klaten memiliki visi dan misi sebagai 
berikut: 
Visi: 
“ Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa dan mampu memberikan 
pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.” 
 
Misi: 
1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya 
serta mengayomi masyarakat. 
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari 
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan 
kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan 
keuangan. 
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap 
jalannya peradilan. 
3.  Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten 
 Administrasi di Pengadilan Agama Klaten dilaksanakan oleh seorang ketua 
Pengadilan Agama yang dibantu oleh wakil ketua, panitera serta wakil panitera 
dan staf-staf di Pengadilan Agama Klaten. Adapun stuktur organisasi Pengadilan 
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Agama Klaten dapat di lihat selengkapnya sebagai berikut:3 
 
No Jabatan Nama 
1. Ketua : Dra. Nurwathon, S.H, M.H. 
2. Wakil Ketua Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. 
3. Hakim: Dra.HJ. Ismiyati, S.H. 
Dra. Sri Sa‟adatun, M.H. 
Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H 
 
4. Sekretaris Wardoyo Dwi Astoto, S.E 
5. Panitera Drs. Aziz Nur Eva 
6.  Wakil Panitera Uswatuh Chasanah, S.H. 
7. Panitera Pengganti Widodo, S.H., 
Dra. Agus Parwito, M.H 
Muh Abdul Shobur, S.H. 
Akromah  
8. Panmud Gugatan Widodo, S.H 
9. Panmud 
Permohonan 
Isti Wajinah, S.H. 
10. Panmud Hukum Siti Suharsi, S.Ag. 
11. Jurusita Jumeno, S.H. 
12. Jurusita Pengganti Himawan Anthoni, S.H., M.H., 
                                                   
       3 Website profil Pengadilan Agama Klaten diakses 12 Desember 2019, pukul 01.21 wib 
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Desi Retno Utari A.Md  
Nanang Wahyudi A.Md 
Marino 
Warsana  
13. Kepala Sub Bagian 
Perencana Teknologi 
Informasi 
dan Pelaporan 
Nanang Wahyudi A.Md 
 
14. Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian 
Organisasi dan Tata 
Laksana 
Ismail Jamil 
15. Staff Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian 
Organisasi dan Tata 
Laksana 
 
Dyah Triningingsih, S.E. 
16. Kepala Sub Bagian 
Umum Dan Keuangan 
Sri Supini 
17 Staf Kepala Sub Bagian 
Umum Dan Keuangan 
Anjar Wisnugroho, S.H. 
Sumber: Website Resmi Pengadilan Agama Klaten 
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B. Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/Klt 
Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/Klt merupakan contoh salah satu perkara 
dengan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten. Diketahui 
bahwa Arifin Hidayat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Al Mabrur Klaten telah menggugat Tri Suyatmi dan Panut Basuki di Pengadilan 
Agama Klaten. Tri Suyatmi dan Panut Basuki telah melakukan wanprestasi, tergugat 
melanggar ketentuan/cidera janji terhadap Akad Pembiayaan pasal 6 tentang jangka 
waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 
tergugat berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran 
yang telah ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo. Diketahui bahwa tergugat 
belum melunasi pembayaran angsuran sebesar Rp 25.902.220,- dan denda 
keterlambatan sebesar Rp 367.644,-.  
Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana Pasal 1 ayat (1) : Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana. Maka perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/Klt termasuk 
gugatan sederhana karena nilai materiil perkara tersebut sudah memenuhi syarat 
gugatan sederhana. 
Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 penggugat mendaftarkan gugatannya di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten. Penggugat mendaftarkan gugatannya 
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dengan mengisi blanko yang berisi keterangan berupa identitas penggugat yang 
bernama Arifin Hidayat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Al Mabrur Klaten dan tergugat bernama Tri Suyatmi dan Panut Basuki. Pada 
hari itu penggugat memberikan penjelasan ringkas duduk perkara bahwa pihak 
penggugat dan tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad 
pembiayaan/perjanjian yang ditandangani pada tanggal 12 Juni 2017 dengan nomor 
akad : 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017 dengan jangka waktu 36 bulan dengan 
plafond wal Rp. 20.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 10.080.000 dengan 
angsuran tiap bulannya Rp. 835.556,- dengan tujuan penggunaan dana untuk membeli 
tanah.  
Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai 
dengan jadwal angsuran tiap bulannya hingga akad tersebut jatuh tempo. Sebagai 
anggunan, tergugat menyerahkan sebidang tanah dengan SHM No 01979 No. Surat 
Ukur 00297/Jogosetran/2016 Luas 167 m2 a.n Tri Suyatmi yang terletak di 
Jogosetran, Jogosetran, Kalikotes, Klaten yang telah diikat dengan pengikatan Akta 
Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 2895/2018 dengan pemegang hak 
tanggungan atas nama PT. BPRS AL MABRUR KLATEN sebagai objek agunan. 
Namun pada kenyataannya, tergugat tidak melaksanaksanakan kewajibannya 
tersebut dan hingga saat ini pembayaran angsuran tergugat mengalami keterlambatan 
pembayaran. Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran. Pihak 
penggugat telah melakukan penagihan terhadap tergugat terkait keterlambatan 
pembayaran angsuran nanmun tergugat selalu menghindar dan sulit ditemui. 
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Penggugat telah mengingatkan kepada tergugat untuk segera menyelesaikan sisa 
kewajiban dengan prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Pemberitahuan; 
Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III) maupun surat 
undangan guna membahas penyelesaian tunggakan namun semua upaya dari 
penggugat tersebut tidak mendapatkan perhatian dari tergugat.4  
Maka perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan cidera 
janji/wanprestasi karena telah melanggar terhadap akad pembiayaan pasal 6 tentang 
jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan 
bahwa tergugat berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal 
angsuran yang telah ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo. Maka berdasarkan 
fakta hukum tersebut pihak penggugat yang telah dirugikan mengajukan gugatan 
sederhana ke Pengadilan Agama Klaten guna memeriksa , mengadili dan memutus 
perkara. Penggugat mengajukan gugatan berupa: 
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat waprestasi/ingkar janji kepada 
penggugat 
3. Menghukum tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada 
penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut diatas 
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela 
maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
                                                   
       4 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt perihal gugatan sederhana, 
27 Agustus 2018 
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Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta apabila tergugat tidak bias membayar 
semua sisa kewajiban kepada penggugat sejumlah yang telah diuraikan 
tersebut diatas. 
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait 
dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama tergugat 
Penggugat menyerahkan bukti-bukti berupa :5 
P.1 Fotocopy Akad Pembiayaan No 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017 
P.2 Fotocopy SHM No 01979 No. Surat Ukur 00297/Jogosetran/2016 
Luas 167 m2 a.n Tri Suyatmi yang terletak di Jogosetran, Jogosetran, 
Kalikotes, Klaten 
P.3 Fotocopy SHT No 2895/2018 
P.4 Print out laporan riwayat pembiayaan an. Tri Suyatmi dengan plafond 
Rp. 20.000.000,- 
P.5 Fotocopy Surat-Surat Peringatan : 
P.5.a Surat Pemberitahuan No : REM.188/SP/AL 
MABRUR/XXI/2017 
P.5.b Surat Peringatan Pertama No : REM.004/SP1/AL 
MABRUR/I/2018 
P.5.c Surat Peringatan Kedua No : REM.028/SP2/AL 
MABRUR/II/2018 
                                                   
       5 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt perihal gugatan sederhana, 
27 Agustus 2018 
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P.5.d Surat Peringatan Ketiga No : REM.049/SP3/AL 
MABRUR/III/2018 
P.5.e Surat Undangan No : REM.097/SPg/AL MABRUR/VI/2018 
P.6 Fotocopy KTP penggugat 
P.7  Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR Al 
Mabrur Klaten  Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014 
P.8 Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR Al 
Mabrur Klaten  Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016. 
Panitera kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai 
sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilangsungkan nantinya 
di persidangan dan kemudian gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus 
gugatan sederhana. Ketua pengadilan kemudian menetapkan panjar biaya perkara 
dengan perincian untuk biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan 
materai. 
Ketua pengadilan menunjuk Agus Yunih sebagai hakim tunggal untuk 
memeriksa gugatan sederhana dan panitera Aziz Nur Eva membantu hakim dalam 
memeriksa gugatan sederhana. Pada pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa 
materi gugatan sederhana dan hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan 
bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari 
sidang pertama dan kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak 
agar hadir pada persidangan. 
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat yaitu Direktur 
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Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Mabrur Klaten hadir dalam 
persidangan, demikian tergugat 1 dan tergugat 2 hadir secara pribadi dipersidangkan. 
Pada persidangan tersebut hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan 
tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah gugatan penggugat 
tersebut yang isinya tetap dipertahankan penggugat. 
Atas gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada 
pokoknya menurut tergugat segala apa yang disampaikan penggugat di dalam 
gugatannya seluruhnya adalah benar, bahwa pada dasarnya tegugat ingin 
menyelesaikan kewajiban tersebut akan tetapi tergugat tidak sanggup kecuali 
dilakukan restrukturisasi ulang dan diberi tenggat waktu penyelesaian selama 10 
bulan, sedangkan penggugat tidak lagi bersedia merestrukturisasi utang tersebut, 
karena selama ini telah dilakukan dan penggugat tetap menginginginkan agar tergugat 
menyelesaiakan kewajiban sesuai tenggat waktu yang telah diberikan. Selanjutnya 
hakim pemeriksa menyatakan persidangan cukup dan selesai. Pada hari Rabu tanggal 
27 Agustus 2018 oleh Agus Yunih selaku hakim pemeriksa dengan dibantu oleh Aziz 
Nur Eva serta dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat 1 dan 2 dan hakim 
membacakan putusan terbuka untuk umum6 
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada 
penggugat 
                                                   
       6 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
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3. Menghukum tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada 
penggugat berupa: 
3.1 Utang Pokok berikut margin sejumlah Rp. Rp. 25.902.220,- (dua puluh 
lima juta dua dua ratus dua puluh dua ribu, dua ratus dua puluh dua 
rupiah) 
3.2 Denda keterlambatan sejumlah Rp 367.644,- (tiga ratus enam puluh tujuh 
rupiah enam ratus empat puluh empat rupiah) 
3.3 Biaya pengurusan dan lelang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta 
rupiah) 
4. Menghukum tergugat untuk menjual obyek agunan secara sukarela atau 
menyerahkan obyek agunan secara sukarela kepada penggugat untuk dijual, 
jika tidak maka penjualan dilakukan secara paksa melalui proses lelang umum 
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, 
apabila tergugat tidak bias menbayar semua sisa kewajiban kepada penggugat 
sejumlah yang telah diuraikan pada dikturm amar putusan angka 3 tersebut 
diatas 
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga 
putusan ini diucapkan sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)7 
                                                   
       7 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt perihal gugatan sederhana, 
27 Agustus 2018 
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BAB IV 
ANALISIS PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN 
AGAMA KLATEN 
 
A. Analisis Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/Klt 
Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) : Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana. Maka perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/Klt termasuk 
gugatan sederhana karena nilai materiil perkara tersebut sudah memenuhi syarat 
gugatan sederhana.1 
Pada tanggal 1 Agustus 2018 penggugat telah mendaftarkan gugatannya di 
Pengadilan Agama Klaten dengan nomor 1135/Pdt.G/2018/Klt. Penggugat 
mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang berisi keterangan berupa 
identitas penggugat yang bernama Arifin Hidayat sebagai Direktur Utama PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Al Mabrur Klaten dan tergugat bernama Tri Suyatmi dan 
Panut Basuki. Pada hari itu penggugat memberikan penjelasan ringkas duduk perkara 
bahwa pihak penggugat dan tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad 
                                                             
       1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 ayat (1) 
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pembiayaan/perjanjian yang ditandangani pada tanggal 12 Juni 2017 dengan nomor 
akad : 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017.2  
Sesuai dengan Pasal 6 Perma No 4 tahun 2019 : “penggugat mendaftarkan 
gugatannya di kepaniteraan pengadilan, penggugat mendaftarkan gugatannya dengan 
mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi 
keterangan mengenai: 
1. Identitas penggugat dan tergugat 
2. Penjelasan ringkas duduk perkara 
3. Tuntutan penggugat 
4. Wajib melampirkan bukti surat sah yang sudah dilegalisasi pada saat 
mendaftarkan gugatan sederhana.”3 
Pendaftaran gugatan sederhana di kepaniteraan pengadilan dengan register 
khusus. Para pihak boleh membuat sendiri gugatannya atau dapat juga dengan cara 
mengisi gugatan berupa blanko yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan yang telah 
ditentukan dan pada saat mendaftarkan perkara penggugat wajib melampirkan bukti 
surat yang sudah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana.4 
                                                             
       2 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
 
       3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 6 
 
       4 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 39 
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Panitera kemudian memeriksa materi gugatan sederhana guna menilai 
sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilangsungkan nantinya 
di persidangan dan kemudian gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus 
gugatan sederhana.5 Sesuai Pasal 7 Perma No 4 tahun 2019 dengan berdasarkan 
ketentuan pasal 3 dan 4 Perma No 4 tahun 2019 bahwa gugatan sederhana diajukan 
terhadap perkara cidera janji dengan nilai gugatan materi paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)6, diketahui bahwa tergugat telah melakukan 
wanprestasi dengan belum melunasi kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp 
25.902.220 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh dua 
rupiah).7  
Hal ini dapat tergolong dalam perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian 
gugatan sedehana. Penggugat dan tergugat berdomisili daerah hukum pengadilan 
yang sama sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Perma No 4 tahun 2019 bahwa penggugat 
dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang 
                                                             
       5 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
 
       6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3 ayat (1) 
 
       7 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
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sama.8 Dalam tahap ini apabila panitera menemukan bahwa gugatan tidak memenuhi 
syarat sebagai gugatan sederhana maka panitera mengambalikan gugatan kepada 
penggugat dan disarankan untuk mengajukan perkara dengan acara biasa sehingga 
pada tahap ini kepaniteraan sudah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara 
dengan acara sederhana atau dengan acara biasa ini  memberikan sinyal bahwa 
panitera juga sudah harus memiliki pengetahuan tentang hukum tentang penyelesaian 
perkara ekonomi syariah baik dengan acara sederhana maupun acara biasa9 
Ketua pengadilan kemudian menetapkan panjar biaya perkara dengan 
perincian untuk biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan 
materai.10 Sesuai dengan Pasal 8 Perma No 4 tahun 2019 bahwa ketua pengadilan 
menetapkan panjar biaya.11 Prosedur pembayaran panjar biaya tetap sama dengan 
pembayaran panjar biaya perkara lainnya. Bagi penggugat yang tidak mampu dapat 
mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo, tentunya 
kepaniteraan memeriksa terlebih dahulu persyaratan permohonan pembebasan biaya 
                                                             
       8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 ayat (3) 
 
       9 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 39 
 
       10 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
 
       11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal  9  
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berperkara. Setelah itu ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya 
perkara dikabulkan atau ditolak. Proses ini tidak dihitung termasuk dalam jangka 
waktu penyelesaian yang sudah ditentukan untuk perkara gugatan sederhana.12 
Kemudian ketua pengadilan menunjuk Agus Yunih sebagai hakim tunggal 
untuk memeriksa gugatan sederhana dan panitera Aziz Nur Eva membantu hakim 
dalam memeriksa gugatan sederhana. 13 Sesuai dengan Pasal 9 Perma No 4 tahun 
2019 ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan dan panitera 
menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan 
sederhana,14 Untuk memeriksa gugatan sederhana, ketua pengadilan menetapkan 
hakim yang memeriksa perkara dengan hakim tunggal dan panitera menunjuk 
panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana 
tersebut. Perlu diingat, bahwa proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan 
hakim dan penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat dua hari kerja.15 
Pemeriksaan pendahuluan, yaitu fungsi pemeriksaan pendahuluan adalah 
untuk memeriksa perkara apakah tergolong dalam perkara gugatan sederhana atau 
                                                             
       12 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, 
(Depok:Kencana, 2018), hlm. 40 
 
       13 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
 
       14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal  9  
 
       15 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 40 
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tidak, jika perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana maka akan 
dilanjutkan, dan apabila tidak maka dismissal. Pada pemeriksaan pendahuluan, 
Hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan hakim mengeluarkan penetapan 
yang menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan sederhana, maka 
hakim menetapkan hari sidang pertama dan kemudian memerintahkan juru sita untuk 
memanggil para pihak agar hadir pada persidangan.16  
Sesuai dengan Pasal 11 Perma No 4 tahun 2019 bahwa “(1) Hakim memeriksa 
materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini. (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya 
pembuktian (3) apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak 
termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang 
menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana (4) terhadap penetapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.”17 
Hakim memeriksa materi gugatan dan menilai sederhana atau tidaknya 
pembuktian dan sesuai Pasal 12 Perma No 4 tahun 2019  bahwa “ Dalam hal hakim 
berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah sederhana maka hakim 
                                                             
       16 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB 
 
       17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 
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menetapkan hari sidang pertama”.18 Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang 
ditunjuk untuk menyelesaiakn perkara aquo, terlebih dahulu harus memeriksa apakah 
materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Walaupun 
pada awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana tetapi 
hakim juga memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak 
akan diajukan oleh para pihak.  
Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak 
termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang 
menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan atas penetapan tersebut 
tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Dalam hal ini hakim memerintahkan juru 
sita untuk memanggil para pihak agar hadir dalam persidangan yang sudah ditentukan 
dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam 
gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari kerja hal 
ini concordan dengan bunyi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2019.19 
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat yaitu Direktur 
Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Mabrur Klaten hadir dalam 
                                                             
       18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 12 
 
       19 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 40 
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persidangan, demikian tergugat 1 dan tergugat 2 hadir secara pribadi dipersidangkan. 
Pada persidangan tersebut hakim berperan aktif dan telah berusaha mendamaikan 
penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil bahwa pada dasarnya tergugat ingin 
menyelesaikan kewajiban tersebut akan tetapi tergugat tidak sanggup kecuali 
dilakukan restrukturisasi ulang dan diberi tenggat waktu penyelesaian selama 10 
bulan, sedangkan penggugat tidak lagi bersedia merestrukturisasi utang tersebut. 
Kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan 
penggugat.20  
Sesuai dengan Pasal 14 Perma No 2 tahun 2015 bahwa dalam menyelesaikan 
gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dengan melakukan memberikan 
penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, 
mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada 
para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak 
dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para 
pihak.21 
Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap memperhatikan 
batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 
hari kerja sejak hari sidang pertama. Ketentuan perdamaian dalam gugatan sederhana 
                                                             
       20 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
 
       21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 14 
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mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 
mengenai prosedur mediasi. Dalam tercapainya perdamaian, maka hakim membuat 
putusan akta perdamain yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akata 
perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.22 Dan sesuai 
dengan Pasal 16 Perma No 4 tahun 2019 bahwa dalam hal perdamaian tidak tercapai 
pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat 
gugatan dan jawaban tergugat.23 
Proses pembuktian juga dilakukan secara sederhana yaitu dengan 
mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi, namun tidak perlu 
keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Terhadap gugatan yang dibantah maka 
hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang 
berlaku.24 Atas gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada 
pokoknya menurut tergugat segala apa yang disampaikan penggugat di dalam 
gugatannya seluruhnya adalah benar.25 Sesuai dengan Pasal 18 Perma No 4 tahun 
                                                             
       22 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm.  41 
 
       23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 16 
 
       24 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 42 
 
       25 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
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2019, jika gugatan diakui dan tidak dibantah maka tidak perlu dilakukan 
pembuktian26  
Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip 
syariat dan dalil-dalil kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus 
perkara.27 Setelah hakim pemeriksa menyatakan persidangan cukup dan selesai. Pada 
hari Rabu tanggal 27 Agustus 2018 oleh Dr. Agus Yunih, S.H.,M.H.I selaku hakim 
pemeriksa dengan dibantu oleh Drs. Aziz Nur Eva serta dihadiri oleh penggugat dan 
diluar hadirnya tergugat 1 dan 2 dan hakim membacakan putusan terbuka untuk 
umum dan putusan tersebut terdiri dari identitas para pihak, duduk perkara, 
pertimbangan hukum dan amar putusan.28  
Sesuai dengan Pasal 19 Perma No 4 tahun 2019, hakim membacakan putusan 
dalam sidang terbuka untuk umum dan Pasal 20 Perma No 4 tahun 2019 bahwa 
putusan terdiri dari : 
                                                             
       26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 18 ayat (1)  
 
       27 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 43 
 
       28 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
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1. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “ demi keadilan 
berdasarkan ketuhanan yang maha esa 
2.  Identitas para pihak 
3. Uraian singkat duduk perkara 
4. Pertimbangan hukum 
5. Amar putusan 29 
Seperti persidangan dalam perkara lainnya, hakim wajib membacakan putusan 
dalam sidang terbuka untuk umum, serta wajib memberitahukan hak para pihak 
mengajukan keberatan, dalam hal para pihak tidak hadir, dalam hal ini jurusita 
menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
putusan diucapkan. Kemudian atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Adapun tugas panitera 
sidang membuat berita acara persidangan.30 
Bahwa terbukti tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) penggugat 
sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah Pasal 6 ayat 1 Akad 
Murabahah Nomor : 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017 ditanda tangani pada 12 
Juni 2017. Hal itu diakui sendiri oleh tergugat secara bulat dipersidangan, karena 
tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada penggugat, maka tergugat 
                                                             
       29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) 
 
       30 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum, (Depok: 
Kencana, 2018), hlm. 43 
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dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/bagi hasil yang 
seharusnya diterima oleh penggugat keseluruhan berjumlah Rp. 25.902.220,- (dua 
puluh lima juta dua dua ratus dua puluh dua ribu, dua ratus dua puluh dua rupiah). 
Bahwa pada perihal tuntutan “denda keterlambatan” merupakan kerugian riil 
kreditur diakibatkan tidak berjalannya uang yang beredar dibank dan telah 
diperjanjikan. Oleh karena hal demikian dianggap berdasar dan wajar, maka dapat 
dikabulkan sejumlah Rp 367.644,- (tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam ratus 
empat empat puluh empat rupiah). Sedangkan tuntutan atas biaya lelang sejumlah 
Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada prinsipnya karena lelang merupakan 
kerugian riil dan terukur yang diderita penggugat disebabkan perbuatan tergugat, 
maka tuntutan tersebut menurut hakim pemeriksa memiliki alasan yang cukup dan 
terhadap tuntutan dapat dikabulkan. Karena tergugat berada dipihak yang kalah, maka 
sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, turgugat dibebankan untuk 
membayar seluruh biaya perkara.31 
Diketahui bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 perkara diterima dan 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan, pertengahan bulan Agustus merupakan awal 
persidangan dan tanggal 27 Agustus 2018 diucapkannya putusan.32 Sesuai dengan 
                                                             
       31 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
 
       32 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
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Pasal 5 ayat (3) Perma No 4 tahun 2019 bahwa penyelesaian gugatan sederhana 
paling lama 25 hari (dua puluh lima) hari sejak dari hari sidang pertama33 
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan 
mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah 
dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di 
hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. Keberatan adalah 
upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat final artinya 
tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, maupun 
peninjauan kembali. Pasal 21 ayat (1) Perma No. 4 tahun 2019 menyatakan “upaya 
hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
adalah dengan mengajukan keberatan.” 34 Setelah diucapkannya putusan sampai 
waktu tujuh hari, para pihak dalam perkara dengan No. 1135/Pdt.G/2018/Klt tidak 
mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Agama Klaten maka dalam perkara 
tersebut sudah bersifat final.35 
 
                                                             
       33  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 5 ayat (3) 
 
      34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 Tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 21 ayat (1) 
 
      35 Ahmad Wahib, Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019, 
Pukul 08.00-09.00 WIB. 
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B. Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana Di 
Pengadilan Agama Klaten 
Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena 
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan 
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. 36 Syarat dari maslahah mursalah yaitu 
maṣlaḥah mursalah hendaklah maṣlaḥah yang bersifat umum. Maṣlaḥah yang 
bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan 
orang banyak, maksudnya maṣlaḥah mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam 
bukan hanya sebagian saja.37 
Dengan adanya penyelesaian gugatan sederhana ini dirasa sudah sangat 
membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memperoleh keadilan. 
Penyelesaian gugatan sederhana ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
Pihak pengadilan melaksanakan gugatan sederhana ini sudah sesuai dengan prosedur 
yang ada. Pihak penggugat yang telah dirugikan dapat mengajukan gugatan sederhana 
ke Pengadilan Agama Klaten guna untuk mencari keadilan dan mendapatkan 
perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan 
wanprestasi kembali menjalankan kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah 
disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti 
kerugian. Hal ini pun juga sesuai dengan kaidah muamalah  
                                                             
       36 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jlid 2,(Jakarta:Kencana Predana Media Group , 2008), cet, ke-4, 
hlm.325. 
 
       37 Romli, Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 230 
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 ُعْنَم َو َِتلاَماَعُمْلا ِ لُك ْيِف ُلْدَعْلا َُوه ُلَْصلأا ُعْفَرَو ِنَْيفَرَّطلا ِةََحلْصَم ُةاَعاَرُمَو ِمْل ُّظلا
اَمُهْنَع ِرَر َّضلا 
“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta 
memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan 
kemudharatan” 
 
Dengan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan demi 
menghilangkan kemudaratan hakim harus berijtihad dan menentukan jalan keluar 
dalam memecahkan perkara ini sehingga hakim harus memberi putusan yang 
seadil-adilnya. 
Memberikan kemudahan dan memberikan bantuan adalah kewajiban antar 
umat manusia untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Begitu pula dengan 
penyelesaian gugatan sederhana  ini yang telah memberikan kemudahan bagi 
masyarakat. 
Islam memandang bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan 
Agama Klaten sesuai dengan kemaslahatan yang mengandung arti adanya manfaat 
baik yang dapat menghasilkan kenikmatan dan faedah. Bisa dikatakan demikian 
karena penyelesaian gugatan sederhana membantu masyarakat yang ingin proses 
perkaranya cepat terselesaikan dan biaya murah. Penyelesaian gugatan sederhana 
mengandung asas sederhana, cepat, dan biaya murah. Asas sederhana adalah 
pemeriksaan dan penyelesaian yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. 
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Kesederhanaan penyelesaian perkara akan berdampak pula pada kecepatan dan juga 
biaya yang digunakan para pihak dalam berperkara. Asas cepat ialah asas yang 
menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan 
berlangsung. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan 
menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan 
obyek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan 
nantinya. Gugatan sederhana yang hanya diberikan waktu 25 hari dalam pemeriksaan 
perkaranya. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh 
masyarakat pencari keadilan. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari 
keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan 
akan jaminan keadilan di dalamnya melainkan harus ada jaminan bahwa keadilan itu 
tidak mahal, keadilan tidak dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas 
dari nilai-nila lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. 
 Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten sejalan dengan 
teori maslahah mursalah yaitu dalam arti dapat memberikan manfaat bagi manusia, 
atau dalam arti menolak kemadharatan (kerusakan). Sehingga setiap yang 
mengandung manfaat patut disebut maslahah. Bahkan Islam sangat menganjurkan 
untuk senantiasa berbuat kemaslahatan dalam arti dapat memberi kemanfaatan untuk 
sesamanya. 
Pada putusan nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt hakim mengabulkan gugatan 
penggugat untuk sebagian. Tergugat telah menyampaikan segala apa yang 
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disampaikan penggugat di dalam gugatannya seluruhnya adalah benar bahwa tergugat 
telah melakukan wanprestasi. Tergugat dinyatakan pihak yang kalah maka pihak 
tergugat dihukum membayar semua sisa kewajiban kepada penggugat berupa: Utang 
pokok margin sejumlah Rp. Rp. 25.902.220,- (dua puluh lima juta dua dua ratus dua 
puluh dua ribu, dua ratus dua puluh dua rupiah), denda keterlambatan sejumlah Rp 
367.644,- (tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam ratus empat puluh empat rupiah), 
biaya pengurusan dan lelang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pihak 
tergugat telah legowo untuk menerima kekalahan maka pihak tergugat tidak 
mengajukan keberatan.  
Dari hasil  wawancara terakhir tanggal 02 Maret 2020, tergugat sanggup 
untuk membayar seluruh hutang dan biaya di pengadilan. Menurut tergugat, biaya di 
pegadilan di rasa ringan sehingga tergugat merasa sanggup dan mampu menanggung 
seluruh biaya tersebut 
Hal ini pun telah sesuai dengan asas biaya ringan di dalam gugatan sederhana, 
maka gugatan sederhana di Pegadilan Agama Klaten telah sesuai dengan maslahah 
mursalah karena penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten 
membantu orang dalam kesulitan dan dapat membantu meringankan beban yang 
ditanggung karena biayanya ringan.  
Pengugat juga mendapatkan perlindungan hukum melalui pengadilan untuk 
memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajiban sesuai 
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dengan kontrak yang telah disepakati. Orang yang wanprestasi juga dapat dihukum 
untuk mengganti kerugian 
Pengadilan Agama Klaten pun juga mendapat manfaat yakni tidak 
menimbulkan penumpukan perkara yang tertunda dan ditambahnya pula dengan 
perkara yang terus masuk ke Pegadilan Agama Klaten, karena prosesnya yang cepat 
tidak lebih dari 25 hari maka perkara cepat terselesaikan, sehingga memaksa para 
hakim untuk menyelesaikan perkara lebih maksimal. Dan meringakan pekerjaan 
hakim karena tata caranya gugatan sederhana yang sederhana.  
Hal ini juga merupakan salah satu syarat dari maslahah mursalah yaitu 
maṣlaḥah mursalah hendaklah maṣlaḥah yang bersifat umum. Maṣlaḥah yang 
bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan 
orang banyak, maksudnya maṣlaḥah mendatangkan manfaat bagi seluruhnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Sebagai penutup atas uraian-uraian yang telah penulis buat mengenai 
permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan 
menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten yaitu 
pendaftaran gugatan, pemeriksaan gugatan sederhana, ketua menetapkan 
panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, 
pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, 
pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan.Putusan No. 
1135/Pdt.G/2018/Klt  merupakan salah satu sengketa ekonomi syariah yang 
penyelesaiannya melalui sistem gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan 
sederhana pada  putusan No. 1135/Pdt.G/2018/Klt telah sesuai dengan 
Peraturan Mahkamah Agung  No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pihak pengadilan telah melaksanakan 
gugatan sederhana ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. 
2. Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Klaten sejalan dengan 
teori maslahah mursalah yaitu dalam arti dapat memberikan manfaat bagi 
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manusia, atau dalam arti menolak kemadharatan (kerusakan). Dengan adanya 
penyelesaian gugatan sederhana ini dirasa sudah sangat membantu masyarakat 
yang mengalami kesulitan untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian gugatan 
sederhana ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pihak penggugat 
yang telah dirugikan dapat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan 
Agama Klaten guna untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan 
hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan 
wanprestasi kembali menjalankan kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah 
disepakati. Penyelesaian gugatan sederhana membantu masyarakat yang ingin 
proses perkaranya cepat terselesaikan dan biaya murah. Penyelesaian gugatan 
sederhana mengandung asas sederhana, cepat, dan biaya murah. 
 
B. Saran 
Setelah penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang 
penulis berikan adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan bagi para pelaku bisnis khususnya bisnis syariah, tidak perlu 
khawatir atau enggan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui 
jalur litigasi, diberlakukannya sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah, dapat menjawab permasalahan mengenai waktu 
yang lama dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan sistem 
gugatan sederhana adalah keadilan dan kepastian hukum, yang dilaksanakan 
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dengan waktu yang singkat, yang melalui jalur non litigasi mungkin tidak 
didapat seperti sistem gugatan sederhanaini. 
2. Disaranakan bagi setiap elemen penegak hukum perlu adanya sosialiasasi 
terkait Gugatan Sederhana, apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan 
Mahkamah Agung  No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana terkait sistem gugatan sederhana kepada masyarakat luas, 
mungkin masih banyak yang tidak mengetahui sistem gugatan sederhana 
dalam sengketa ekonomi syariah. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN
PUTUSAN
Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA Klt.
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Agama Klaten, yang  memeriksa,  mengadili  dan
memutus  perkara  gugatan  sederhana  pada  pengadilan  tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: 
I. Penggugat
Nama : Arifin Hidayat
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabat
an
: Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Al Mabrur Klaten
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Kantor : Jalan Raya Klaten – Solo, km.04, Kerun Baru,
Belang Wetan, Klaten Utara.
Melawan :
II. Tergugat
1. Nama : Tri Suyatmi
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Prigi  Wetan  RT.03,  RW.0,  Desa
Jogosetran,  Kecamatan  Kalikotes,
Kabupaten Klaten
2. Nama : Panut Basuki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas .
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Kantor : Prigi  Wetan  RT.03,  RW.0,  Desa
Jogosetran,  Kecamatan  Kalikotes,
Kabupaten Klaten
Pengadilan Agama tersebut;
Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;
Hal 1 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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SALINAN
Telah mempelajari  surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini;
Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  Tergugat  serta
memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang,  bahwa   Penggugat  dalam  surat   gugatannya
tanggal            1 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan  Agama  Klaten  dengan  Nomor  1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.,
mengemukakan dalil-dalil  yang  pada  pokoknya bermaksud sebagai
berikut:
Bahwa Penggugat  dengan ini  menyatakan  bahwa Tergugat  1
dan Tergugat 2 telah melakukan : INGKAR JANJI
III. Alasan Penggugat
1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
INGKAR JANJI
a. Akad dibuat pada tanggal 12 Juni 2017 dengan nomor 
akad : 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017 
b. Bentuk perjanjian : TERTULIS
c. Yang  diperjanjikan  :  Pihak  Penggugat  dan  Tergugat
sepakat  salin  mengikatkan  diri  dalam  akad
pembiayaa  / perjanjian yaitu : 
1. Akad  Murabahah  Konsumsi  No  2414/APJBM/AL
MABRUR/VI/2017 ditanda tangani pada 12 Juni 2017
jangka  waktu  36  bulan  dengan  plafond  awal  Rp.
20.000.000,-,  margin  sampai  jatuh  tempo  Rp.
10.080.000  dengan  angsuran  tiap  bulannya  Rp.
835.556,-.  Dengan  tujuan  penggunaan  dana  untuk
pembelian tanah. ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Akad Pembiayaan.
Tergugat  sepakat  dan  setuju  untuk  melakukan
pembayaran  angsuran  sesuai  dengan  Jadwal
Hal 2 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.
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Angsuran tiap  bulannya hingga akad tersebut  jatuh
tempo.  Sebagai  agunan,  Tergugat  menyerahkan
agunan  berupa :
- Sebidang tanah dengan rincian SHM No 01979 No.
Surat  Ukur 00297/Jogosetran/2016,  Tanggal
28/09/2016  Luas  167  m2 a.n  Tri  Suyatmi  yang
terletak di  Jogosetran, Jogosetran, Kalikotes, Klaten
yang  telah  diikat  dengan  pengikatan  Akta
Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT)  dengan
Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomer  :  2895/2018
dengan pemegang hak tanggungan atas nama PT.
BPRS AL MABRUR KLATEN.
Selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan
2. Yang  dilanggar  oleh  Tergugat  :  Tergugat  melanggar
ketentuan  /  cidera  janji  terhadap  Akad  Pembiayaan
pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran
angsuran  dimana  dalam  pasal  tersebut  disebutkan
bahwa  Tergugat   berjanji  melakukan  pembayaran
angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah
ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo. Namun
pada  kenyataannya,  Tergugat  tidak  melaksanakan
kewajibannya  tersebut  dan  hingga  saat  ini,
pembayaran  angsuran  Tergugat  mengalami
keterlambatan pembayaran.  
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3. Jumlah kerugian yang diderita : 
PLAFOND (Rp)
JUMLAH
MARGIN
(Rp)
POKOK & 
MARGIN 
(Rp)
WAKTU
Plafond 
Awal
 
20.000.00
0 10.080.000
 
30.080.00
0 36
Telah 
Dibayar  2.777.780 1.400.000
   
4.177.780 5
Belum 
Dibayar
17.222.22
0 8.680.000
 
25.902.22
0 31
Bahwa berdasakan Laporan Riwayat Pembiayaan atas
nama Tergugat,  sampai  dengan bulan Juli  2018,  sisa
kewajiban  yang  harus  diselesaikan  oleh  Tergugat
sebesar:
Sisa Pokok                       :      17.222.220
Margin Belum Terbayar     :        8.680.000
Denda Keterlambatan       :            367.644
Biaya lelang dsb               :       10.000.000 +
Total Kewajiban & Biaya    :       36.269.864
4. Uraian lainnya : Tergugat selalu mengulur waktu dalam
pembayaran  angsuran.  Pihak  Penggugat  telah
melakukan  penagihan  terhadap  Tergugat  terkait
dengan  keterlambatan  pembayaran  angsuran  namun
Tergugat  selalu  menghindar  dan  sulit  ditemui.
Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat untuk
segera  menyelesaikan  sisa  kewajiban  dengan  cara
prosedural  penerbitan  surat-surat  peringatan  (Surat
Pemberitahuan;  Surat  Peringatan  I  dan  Surat
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Peringatan  II  ;  Surat  Peringatan  III  )  maupun  Surat
Undangan  guna  membahas  penyelesaian  tunggakan
namun  semua  upaya  dari  Penggugat  tersebut  tidak
mendapatkan perhatian dari Tergugat. 
Dengan bukti-bukti sebagai berikut : 
Bukti Surat :
P.1 Fotocopy akad pembiayaan No 2414/APJBM/AL MABRUR/
VI/2017;
P.2 Fotocopy  SHM  No  01979  No.  Surat  Ukur   00297/
Jogosetran/ 2016, Tanggal 28/09/2016 Luas 167 m2 a.n Tri
Suwarni yang terletak di Jogosetran, Jogosetran, Kalikotes,
Klaten
P.3 Fotocopy SHT No 2895/2018
P.4 Print  out  laporan  riwayat  pembiayaan  an.  Tri  Suyatmi
dengan plafond Rp. 20.000.000,-
P.5 Fotocopy Surat – Surat Peringatan :
 P.5.a Surat  Pemberitahuan  No  :  REM.188/SP/AL
MABRUR/XII/2017
 P.5.b Surat  Peringatan  Pertama  No  :
REM.004/SP1/AL MABRUR/I/2018
 P.5.c Surat Peringatan Kedua No : REM.028/SP2/AL
MABRUR/II/2018
 P.5.d Surat Peringatan Ketiga No :  REM.049/SP3/AL
MABRUR/III/2018
 P.5.e Surat  Undangan  No  :  REM.097/SPg/AL
MABRUR/VI/2018;
P.6. Fotocopy KTP Penggugat;
P.7. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR
Al Mabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;
P.8.  Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR
Al Mabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;
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Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di
atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten
untuk  memanggil  para  pihak  yang  bersengketa  pada  satu
persidangan  yang  ditentukan  untuk  itu  guna  memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus
dengan amar putusan sebagai berikut : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  demi  hukum  perbuatan  Tergugat  wan
prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  semua  sisa
kewajiban  kepada  Penggugat  sejumlah  yang  telah
diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual
baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )
Surakarta apabila Tergugat tidak bisa  membayar semua
sisa  kewajiban  kepada  Penggugat  sejumlah  yang  telah
diuraikan tersebut di atas;
5. Menghukum  Tergugat untuk membayar semua biaya yang
akan  timbul  terkait  dengan  proses  penyelesaian
pembiayaan atasnama Tergugat.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.  
demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan
Agama Klaten berkenan mengabulkannya.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
Penggugat yaitu Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
al Mabrur Klaten hadir dalam persidangan, demikian Tergugat 1 dan
Tergugat 2 hadir secara pribadi dipersidangan;
Bahwa,  Hakim  Pemeriksa  telah  berusaha  mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa  kemudian  dibacakanlah  gugatan  Penggugat  tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan
jawaban,  yang pada pokoknya "menurut Tergugat segala apa yang
disampaikan  Penggugat  di  dalam  gugatannya  adalah  seluruhnya
benar",  bahwa  pada  dasarnya  Tergugat  ingin  menyelesaikan
kewajiban  tersebut,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  sanggup,  kecuali
dilakukan restrukturisasi ulang dan diberi tenggat waktu penyelesaian
selama  10  bulan,  sedangkan  Penggugat  tidak  lagi  bersedia
merestrukturisasi utang tersebut, karena selama ini telah dilakukan
dan  Penggugat  tetap  menginginkan  agar  Tergugat  menyelesaikan
kewajiban sesuai tenggat waktu yang telah diberikan;
Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
P.1 Fotocopy  akad  pembiayaan  No  2414/APJBM/AL
MABRUR/VI/2017;
P.2 Fotocopy  SHM  No  01979  No.  Surat  Ukur
00297/Jogosetran/2016, Tanggal 28/09/2016  Luas  167  m2 a.n
Tri Suwarni  yang terletak di  Jogosetran, Jogosetran, Kalikotes,
Klaten. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02895/2018
P.3 Fotocopy SHT No 2895/2018
P.4 Print out laporan riwayat pembiayaan an. Tri Suyatmi dengan
plafond Rp. 20.000.000,-
P.5 Fotocopy Surat – Surat Peringatan :
 P.5.a Surat  Pemberitahuan  No  :  REM.188/SP/AL
MABRUR/XII/2017;
 P.5.b Surat  Peringatan  Pertama  No  :  REM.004/SP1/AL
MABRUR/I/2018;
 P.5.c Surat  Peringatan  Kedua  No  :  REM.028/SP2/AL
MABRUR/II/2018;
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 P.5.d Surat  Peringatan  Ketiga  No  :  REM.049/SP3/AL
MABRUR/III/2018;
 P.5.e Surat  Undangan  No  :  REM.097/SPg/AL
MABRUR/VI/2018;
P.6. Fotocopy KTP Penggugat;
P.7. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR Al
Mabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;
P.8.  Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR Al
Mabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;
Bahwa  Penggugat  menyatakan  telah  cukup  dengan  bukti-
buktinya,  sedangkan  Tergugat  tidak  lagi  datang  menghadap  ke
persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  dan
ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;
Selanjutnya  Hakim Pemeriksa menyatakan  persidangan  atas
perkara  ini  cukup  dan  selesai.  Untuk  menyingkat  uraian  dalam
putusan  ini,  maka semuanya  telah  dicatat  dalam  berita  acara
pemeriksaan  perkara  ini  harus  dianggap  telah  termasuk  dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR (Herziene
Indonesisch  Reglement),  "Hakim  pemeriksa  telah  berusaha
mendamaikan pihak berperkara", akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok
gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih
dahulu  kewenangan  Pengadilan  Agama  Klaten  mengadili  perkara
aquo dan  kedudukan  hukum  (legal  standing)  Penggugat  untuk
mengajukan perkara aquo;
Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  sebagai
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perubahan atas  Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 menyatakan,
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,  memutus,
dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-oran
yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah dan ekonomi syariah (yang didalam
meliputi Perbankan syari'ah);
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah”
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut
prinsip  syari’ah,  antara  lain  meliputi: bank  syari’ah,  lembaga
keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa
dana  syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga  berjangka
menengah  syari’ah,  sekuritas  syari’ah,  pembiayaan  syari’ah,
pegadaian syari’ah,  dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan
bisnis syari’ah.
Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Peraturan  Mahkamah
Agung  R.I.  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tatacara  Penyelesaian
Perkara  Ekonomi  Syari'ah,  maka  Pengadilan yang  berwenang
memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan
Hakim  adalah  hakim  tingkat  pertama  dalam  lingkungan  peradilan
agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.
Menimbang, bahwa karena perkara ini  termasuk ke dalam ke
dalam  sengketa  ekonomi  syari'ah  dan  "Gugatan  Sederhana"
sebagaimana  Perma  nomor  14  tahun  2016  tentang  Penyelesaian
Sengketa ekonomi syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan,
pembuktian,  putusan  dan/atau  hukum  acara  atas  perkara  aquo
mengikuti  ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara
Penyelesaian Gugatan Sederhana";
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.1,  sampai dengan P.5
terbukti bahwa perkara ini merupakan sengketa “ekonomi syari’ah”
yang masuk kategori  "Gugatan Sederhana" atau  small  claim court,
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dan Penggugat serta Tergugat sendiri  menghendaki/tidak keberatan
perkara ini di periksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Maka oleh
karenanya, Pengadilan  Agama  Klaten  berwenang  memeriksa  dan
mengadili serta menyelesaikan perkara ini. 
Menimbang, bahwa  berdasarkan P.7 dan P.8 Penggugat direktur
utama  PT  BPR  Al  Mabrur  yang merupakan  Bank  Pembiayaan  dan
dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip
syariah,  dan Penggugat  adalah sebagai  kreditur  dan atau shahibul
maal, sedangkan Tergugat sebagai debitur atau mudharib dan yang
dipersoalkan  adalah  ketidak  patuhan  Tergugat  dalam  memenuhi
kewajiban  atas  akad  yang  dibuatnya atau  wanprestasi/ingkar  janji,
maka  dengan  demikian  menurut  Hakim  Pemeriksa,  Penggugat
memiliki  kedudukan  hukum  (legal standing)  sebagai  pihak  dalam
perkara aquo;
Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat aquo
adalah  “antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  3 (tiga)
akad/perjanjian  pembiayaan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah,
yaitu:
 Akad  dibuat  pada  tan gal  12  Juni  2017  dengan  nomor  akad  :
2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017, terhadap hal itu diakui sendiri oleh
Tergugat  secara  bulat  dipersidangan.  Akan  tetapi,  Tergugat  telah
wanprestasi/cidera  janji,  dengan  cara  tidak  melaksanakan
kewajibannya,  sehingga Penggugat  mengalami  kerugian pokok dan
margin atau bagi hasil yang harus diterima sejumlah Rp. 25.902.220,-
(dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu,  dua ratus dua
puluh dua rupiah);
Menimbang,  bahwa  atas  dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,
Tergugat  membenarkan  dan  mengakuinya  secara  bulat  tentang
adanya  "akad  pembiayaan  murabahah"  sebagaimana  diuraikan  di
dalam  gugatan  Penggugat,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  memiliki
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kemampuan lagi  untuk melunasi  kewajiban-kewajiban tersebut  dan
Penggugat  serta  Tergugat  sepakat  untuk diselesaikan dan di  putus
oleh Pengadilan Agama Klaten;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2,
dan  P.3,  dan  bukti  tersebut  merupakan  akta  otentik  dan  terhadap
bukti tersebut tidak ada bantahan, sehingga  berdasarkan ketentuan
Pasal 165  HIR,  bukti  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian
sempurna  (voilledig)  dan  mengikat  (bindende).  Maka  dengan
demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat
telah  terjadi  perbuatan  akad/perjanjian  "Pembiayaan  Murabbahah"
dengan jaminan berupa SHM Nomor 1659 dan SHM Nomor 1660; 
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti   P.4 berupa  riwayat
pembayaran  terbukti  secara  sah  bahwa  pokok  pinjaman  Tergugat
kepada Penggugat sebagai berikut : 
PLAFOND
(Rp)
JUMLAH
MARGIN
(Rp)
POKOK &
MARGIN (Rp)
JANGK
A 
WAKT
U
Plafond Awal
  
20.000.000  10.080.000   30.080.000 36
Telah 
Dibayar    2.777.780
    
1.400.000      4.177.780 5
Belum 
Dibayar
  
17.222.220 
     
8.680.000 
    
25.902.220 31
Sehingga nilai  keseluruhan pokok dengan margin  yang harus
diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 25.902.220,- (dua puluh
lima juta  dua ratus  dua puluh  dua ribu,  dua  ratus  dua puluh  dua
rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5.a,  P.5.b,  P.5.c,  P.5.d,
dan  P.5.e,  yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, terbukti pula
Hal 11 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN
Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang jatuh tempo atas
kewajiban utang Tergugat,  dan telah dilakukan teguran,  akan tetapi
tidak  diindahkan,  bahkan  cenderung  membiarkan  dan  telah
mengabaikan  teguran  tersebut  tanpa  ada  itikad  baik  untuk
menyelesaikannya;
Menimbang, bahwa wanprestasi dalam bahasa Belanda, artinya
“prestasi  buruk”.  Adapun yang dimaksud  wanprestasi adalah suatu
keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak
dapat  memenuhi  prestasi  seperti  yang  telah  ditentukan  dalam
perjanjian dan  bukan  dalam  keadaan  memaksa.  Adapun  bentuk-
bentuk  dari  wanprestasi yaitu  :  1) Tidak  memenuhi  prestasi  sama
sekali;  2) Memenuhi  prestasi  tetapi  tidak  tepat  waktunya;
3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;
Menimbang,  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  Hakim  Pemeriksa
terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi)
Penggugat  sebagaimana  dalam  akad  perjanjian  pembiayaan
murabahah  Pasal 6 ayat 1 Akad Murabahah Nomor 2414/APJBM/AL
MABRUR/VI/2017 ditanda tangani pada 12 Juni 2017.
- Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang
kewajiban tersebut kepada Penggugat, sebagaimana bukti P.6, akan
tetapi  Tergugat  cenderung  membiarkan  tanpa  ada  itikad  baik
menyelesaikannya;
Menimbang,  bahwa terhadap Ingkar  janji  atau  wanprestasi
seperti  ini,  sesuai  yang dimaksud  Pasal  1243  KUHPerdata,  yang
diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal
1 Juli 1959, bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” atau jika
ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan
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debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon)
atau peringatan;
Menimbang,  bahwa  perhitungan  ganti  rugi  pada  wanprestasi
dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal
1237 KUHPerdata, “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang
tertentu,  barang  itu  menjadi  tanggungan  kreditur  sejak  perikatan
lahir.  Jika  debitur  lalai  untuk  menyerahkan  barang  yang
bersangkutan,  maka  barang  itu,  semenjak  perikatan  dilakukan,
menjadi tanggungannya”.
Menimbang. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut
di atas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat "telah tidak
memenuhi  prestasi  yang  dijanjikan  dan  atau  telah  cidera  janji
(wanprestasi)",  sehingga  perbuatan  Tergugat  tersebut  telah
merugikan  Penggugat  selaku  "kreditur",  dimana  Penggugat  sendiri
selaku  kreditur  harus  mempertanggung  jawabkan  kepada
nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan
Tergugat  terhadap  Penggugat  ,  harus  diperhitungkan  sebagai
kelalaian yang mengandung kerugian riil;
Menimbang,  bahwa  “bagi  hasil” merupakan  suatu  bentuk
skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat
berbeda  dibandingkan  bunga.  Sesuai  dengan  namanya,  skema  ini
berupa  pembagian  atas  hasil  usaha  yang  dibiayai
dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik
pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank
syariah (dalam bentuk  pembiayaan mudharabah dan  musyarakah).
Dalam kontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang
optimal,  yakni  yang  secara  efisien  dapat  mendorong  entrepreneur
(debitur)  untuk  melakukan  upaya  terbaiknya  dan  dapat  menekan
terjadinya falsifikasi;
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Menimbang,  bahwa yang mendasari  akad pembiayaan antara
Penggugat dan Tergugat adalah “profit sharing” (disebut pula  profit-
and-loss  sharing),  yang  dijadikan  dasar  perhitungan  adalah  profit,
yang  merupakan  selisih  antara  penjualan/pendapatan  usaha  dan
biaya-biaya  usaha,  baik  berupa  harga  pokok  penjualan/biaya
produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi atau
dengan  istilah  lain  profit sharing dapat  diartikan  sebagai  sistem
pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha.
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut
di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti
melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum
untuk  mengembalikan  pokok  pinjaman dan  margin/bagi  hasil  yang
seharusnya  diterima  oleh  Penggugat  keseluruhan  berjumlah  Rp.
25.902.220,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu, dua
ratus dua puluh dua rupiah); 
Menimbang,  bahwa  pada  perihal  tuntutan  "denda
keterlambatan",  pada  adalah  merupakan  kerugian  riil  kreditur
diakibatkan tidak berjalannya uang yang beredar di bank dan telah
diperjanjikan. Oleh karena hal demikian dianggap berdasar dan wajar,
maka dapat dikabulkan sejumlah Rp 367.644,- (tiga ratus enam puluh
tujuh rupiah enam ratus empat puluh empat rupiah);
Menimbang,  bahwa  sedangkan  tuntutan  atas  biaya  lelang
sejumlah Rp.8.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada prinsipnya karena
lelang merupakan kerugian riil dan terukur yang diderita Penggugat
disebabkan  perbuatan  Tergugat,  maka  tuntutan  tersebut  menurut
hakim pemeriksa memiliki alasan yang cukup dan terhadap tuntutan
dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
tersebut  di  atas,  maka  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dan
menolak selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah,
maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  181  ayat  (1)  HIR,  Tergugat
dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Mengingat  ketentuan  Pasal  20  Peraturan  Mahkamah  Agung
Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan
Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariaah serta  ketentuan-
ketentuan hukum lainnya
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar
janji kepada Penggugat;
3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  semua  sisa  kewajiban
kepada Penggugat berupa:
3.1. Utang Pokok berikut Margin sejumlah Rp. 25.902.220,- (dua
puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu, dua ratus dua
puluh dua rupiah);
3.2. Denda  keterlambatan  sejumlah  Rp  367.644,-  (tiga  ratus
enam puluh tujuh rupiah enam ratus empat puluh empat
rupiah);
3.3. Biaya  pengurusan  dan  lelang  sejumlah  Rp  8.000.000,-
(delapan juta rupiah;
4. Menghukum  Tergugat  untuk  menjual  obyek  agunan  secara
sukarela  atau  menyerahkan  Obyek  Agunan  secara  sukarela
kepada  Penggugat  untuk  dijual,  jika  tidak  maka  penjualan
dilakukan secara paksa melalui proses lelang umum pada Kantor
Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Surakarta,
apabila  Tergugat  tidak  bisa  membayar  semua  sisa  kewajiban
kepada Penggugat  sejumlah yang telah  diuraikan pada dikturm
amar putusan angka 3  tersebut di atas;
Hal 15 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN
5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  seluruh  biaya  perkara
yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 401.000,- (empat
ratus satu ribu rupiah);
Demikian  diputuskan  dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka
untuk  umum  pada  hari  itu  juga  Rabu tanggal  27  Agustus  2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal  bertepatan  dengan tanggal 15
Dzulhijah 1439 Hijriyah, oleh Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. selaku Hakim
Pemeriksa, dengan dibantu oleh  Drs. Aziz Nur Eva  sebagai Panitera,
serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat 1 dan 2;
Panitera,
ttd
Drs. Aziz Nur Eva
Hakim,
ttd
Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp.      30.000,00
2. Biaya Proses          :Rp.      50.000,00
3. Biaya Panggilan     :Rp.    310.000,00
4. Redaksi :Rp.        5.000,00
5. Materai                  :Rp.         6.000,00
Jumlah                   :Rp    401.000,00  (empat ratus satu ribu
rupiah)
Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh :
Panitera Pengadilan Agama Klaten
Drs. Aziz Nur Eva
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